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ABSTRAK

Sebagian  besar dana  vang digunakan dalam  bidang
perekonomian berasal dari kegiatan usaha perbankan yany
pangumpuikan danz dari masyarakat dan menyalurzannva dengan
pamberian kredit kepads masvarakat yang membubuhkannya.
Perbankan dalam melakukan kegiatan usshanya tersshul
berpedomam  dengan  grinsip kehatian—hatian. Bank~bank
sebagal penghlmpun danz masyarakat dari nasabah penyimpan
dana {seperti antara lain tabungan dan deposito)] den
sebagal penyalur dana kepada nasabah debitur haruslab
teriindung  hokum, Dengan  harapan  untuk  perlindungan
dikenudian hari pemerintah berasaskan keadilan,
keseimbangan serta untuk mendapatkan kepastian hakum telah
mengelyarkan Undang-undang Nomor -8 Tshun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Undang-undang Perlindungan Konsumen)
pada  tanggal 20 April 1989 dan berlalu effektif pada
tanggal 292 April 2003. Undang-Undang Peclinclungan Konsumern
tersebut diharapkan dapat melindungi kepentingan nasabah
sgbagail konsumen misalnya dari segi dokumen yang berhubngan
dengen  kepenitingan aatara debitur dan bank seperti
Perjanjian Kredit., Perjazniian Kredit wyang akan memuat hak
dan kewajlban darl bank dan debitur diharapkan memual asas
keseimbangan antara kebutuhan debitur dan bank.
Ketentuan~ketentuan yang dimuat dalam  Undang-undang
Perlindungan Konsumen diharapkan dapat diimplementasikan
gdalam klausula-klasulsa baku vyang termwat dalam formulir

Perjaniian Rredit.
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BAER T

PERDAGULUAN

A. Iatar Belakang

Sejak pemerintah mengeluarkan der&gﬁi&&i dibidang
perbankan atau yang dikenal dengan Paket kebijaksansan 1
Juni 1983 {(“Pakjun 83"} yang kemudian disusul dengan Paket
kebijaksanaan Oktober 1988 (“Pakto 1988“) dimana melalul
deregulasi tersebét pagn kredit dihapuskan dan bank-bank
umum dibebasken untuk menetapkan suku bunga. Keleluasaan
mendirikan bank diberikan oleh pemerintab sehingga jumlab
dari kantor-kantor cabang bank bertambah pesat. Imgiikasi
dari paket-paket deregulasi tersebut pagi bisnis perbankan
{dengan jumlah bank sekitar 240 buah dan sekitar 5%00 buah
kantor cabanganya) adalah persaingan tajam yang tidak
seimbang {unfair compitition), kurangnya sumberdaya manusia

yang profesional <«dalam perbankan, kurangnya efisiennya
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manajemen, dan vang paling memprihatinkan munaulnyaikredit
bermasalah yang cukup besar! Sejak Pakjun 83 dan Pakte 88
yang diikuti dengan berbagai deregulasi bervpa paket
kebiiaksanaan di pidang  perbankan yang dikeluarkan
pemerintah bertujuan untuk membentuk bank yvang independen.
Dengan  demikian  Lenbaga  Perbankan  diharapkan  dapat
menberikan partisipasinya kepada pembangunan nasional;
khususnya vang terkait dengan bidang perekonomian tidak
dapat terlepas dari sektor perbankan. Hal ini disebabkan
saktor rerbankan merupakan lembaga yangy mendukung
pemblayaan terhadap sektor-sektor ekonamg yang  teriibat
langsung maupon  tidak langsung tersebut. Bank secara
operasional membantu melancarkan dan memberikan dukungan
keuvangan kepada para konsumen dalam menajalankan usahanya
schari~hari; iebih jauh Bank juge dapat mendukung kebutuhan
pembiayaan suatu usaha dengan memberikan fasilitas kredit.
Menurut ketentuan ketentuan perundang-undangan vang
beriaka, dasa perbankaﬁ antara lain adalah menghimpun dana

dari masyarakat berupa simpanan, giro, depositc berjangka,

Y H.Moh.,  Tjoekam, Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial.
{Jakarta: framedia Pustaka Utama. 1299}, Hal.$
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sertipikat deposito, tabungan dan bentuk lain vang
dipersamakan dengan itu dan menyalurkan kembali ke
masyarakat dalam bentuk kredit.?

Nasabah sebagal pihak yang menggunakan Jjasa perbankan
dalam penulisan ini kami batasi pada Masabah Penyimpan dan
Nagabah Debitur. Nasabah Penyimpan adaiah nasabah vyang
menempatkan  dananya di  bank dalam bsntuk simpanan
berdasarkan perianjian pank dengan nasabah yang
bersangkutan sedangkan Nasabah Debitur adalah nasabah yang
memperoleh fasilitas krediﬁ atau pewblayvaan berdasarkan
Prinsip - Syariah atau vang <dipersamskan dengan itu
berdasarkan perjanjian antara Bank dengan nasabah yang
bersangkutan tersebut.”

Pengertian Kredit dalam perbankan adalah penyvediaan
uang atau tagihan yang dapat diperssmekan dengan itu,
berdasarkan persetujuvan atau kesepakatan pinjam meminiamn

antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminijam

* Undang-Undang Tentang Perbankan. UD No. 7, LR No. 31 Tahun 1992
TLN No. 3472 ps & ayat & dan b.

* Undang-Undang Tentang Perbankan. UU Neo. 10 LN Ho. 182 Tahun 1988
TLN #o. 3750 ps. 1 angka 16, 17 dan 18,
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i
untuk melunasi utangnya setelah Jangka waktu tertantu

dengan pemberian bunga.®

Secara umum Bank diartikan atau didefinisikan
sebagai salah satu badan usaha lembaga keuangan {Lembaga
Reuvangan Bank) yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-
tasa, adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan
modal atavpun dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak
ketiga dengan Jalan mempersdarkan alat-alat pembayaran
berupa vang Gizai.”

Pemerintah dalam hal ini Bank Inconesia sebagai bank
sentral di Indonesia rmelakukan pembinaan dan pengawasan
bank dan bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank
sesual dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset,
kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas,
dan aspek lain vang berhubungan dengan usaha bank, dan

waiib wmelakukan kegiatan usaha sesual dengan prinsip

kehati-hatian,”®

* Yhig. ps. 1 angks 11.

* 0.P. Simorangkir. Dagac-Dasar dan Mekanigme Perbankan. {Jakarta:
Yograt, 18283), hal. 18.

® U Ne. 10 Tahun 1998, op.cit. ps. 2% ayat 1 dan 2..
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Berkaltan dengan prinsip kehatian~hatian tersebut
jasa—Jjasa perbankan sebagai penghimpun dana ;asyarakat dari
Nasabah Penyimpan dan sebagal penyalur dana kspada Nasabah
Debitur harﬁslah terlindung hukum. Sebagaimana pendapat
H.J, Hamsksy THakam adalah suatu yefleksi dari psada
kehidupan dalam masyarakat”.’ Dengan adanya kebutuhan
masyarakat sebagal konsumen jasa perbankan maka bank akan
menggariskan peraturan-peraturan yang dibatasi oleh undang-
undang perbapkan pamun  ss¢ara  internal  bank  Tersebut
mempunyal  kekuasaan sendiri dalam  mengelola Hasabah
Penvimpan atau Nasabah Debitur.

Sebagal nasabah, debitory akan didudukan pada posisi
pihak- yang membutohkan daé& dalam kegiatan usahanva melalul
pembiayaan  dari  bank  tersebut. Sebagal konsskwensi
pelaksanaan pemberian kredit tersebut mengakibatkan terjadi
hubungaa hukum antara Nasabah Debitur dan bank yang akan
dituangkan dalam Xesepakatan bersama bperupa perijaniian
kredit. Perjaniian kredit merupakan suatu persetujuan yang

sah antara bank dan Nasabah Debitur yang dalam ketentuan

7 R. Arry. ™th. Soekawathy. Urientasi Filsafat Hukem. [Yogyakarta:
Med Point Offset 2001) hal.10.
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Hukum Perdata harus memenuhib persyvaratan yaitu : adanya
kesepakatan dan kecakapan para pihak serta yang
diperjanjikan adalah suatu pokok persocalan tertentu yang
merupakan sebab vang tidask terlarang.®

Bengan terpenuhinya persyaratan tersebut peritanjian
dapat dipandang sebagai perjaniian yang sah dan mempunyai
kekuatan hukom, DI dalam ilma hukum, syarat kesepakatan
rara pihak dan kecakapan para pihak yang mengikatkan dird
digebut syarat subyektif gsedangkan syarat adanya suatu
pokok persoalan tertentu dan  suatu  sebab yang  {idak
terlarang disebut dengan syarat obyektif.

Suatu perdanjian vang dibmat tanpa amemenuhi syarat
sﬁby&ktif, perjaniian tarsebut dapat dikenakan svarat batal
relatif, artinya bahwa perjanjian yang telah dibuat para
pihak dapat dibatalkan satu pihak berdasarzkan Xeberatan

tidak dipenuhinya syarat subyekiif. Tetapi selamna

*  Ritab Undeng-Undang Hokum  Perdata {(Burgeliik Weg-Boek)
diterjemshkan oleh K. Scebekti dan B. Tiitresudibio, cet. 16 (Jakarta:
Pradnya Paramitha, 13983}, ps. 1320 yvang berbunyi sebagal berikut :
*Untuk sastinya suatu perjaniian diperigkan empat syarat:

1. Sepakab mereka yang mengikatken dirinyas
2. Recakapan untuk membuat guatu perikatan;
3. Suatu hal tertentw;

4. Spatu sebab yzng halal.”
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parianiian tersebut belun dibatalkan oleh Hakim berdasarkan
tuntutan salah satu pihak itu, perjanjiien tersebut masih
mengikat pars pihak, sedangkan suatu perjaniian yang tidak
m&henuhi syarat obyektif maka perjaniian tersebut akan
dikenakan dengan ancaman batal demi hukum, argtinya bahwa
perjaniian yang telah dibuat tadl dianggap tidak sah atau
batal demi hukum dan dianggap perjanjian dianggap tidak
pernah ada.

Selanjutnya Pasal 1338 Kitab Usdang-undang HRukum
Perdata menentukan bahwa semus persetulunan yang dibuat
sesual dengan Undang-ungiang berlaku sebagail Undang-undang
bagli mereka yang membuatnya.®

Pengertian asas kebebasan berkontrak tersebut di atas
pada asasnya kepada paras pinak diberi kebebasan untuk
monentukan sendir®  isi perjeniian, s2rta  bentuknya dan
menantukan sendixi hukom yang berlaku, namun Pagal 1337
Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap nembatasi bahwa

perjanjian dapat diperbolehkan membuat aturan sendiri

* Ibid., ps. 1338 ayat 1.
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i
asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan

dan ketertiban umum.'®

Namun demikian dalam praktek perbankan, erjanjian
kredit sering sekali memuat syarat-syvarat dan Lketentuan—
ketentuan vang sodah dibakukan.

Menurut Prof. DR, Mariam Darus Basdrulizaman, S.H..,
“setiap bank menyediakan blanko {formulir, model)
perjanjian kredit, yang isinva telah dipersiapkan terlebih
dahvulu {(standaardform}.’® Dalam hal ini berarti perianjian
kredit yang akan ditandatangani oleh bank dan Nasabah
Debitur sebagal pemohon kredit dan akan disodorkan kepada
Nasabah Debitur tersebut dengan memuat syaratwsyazat.‘daﬁ
ketentuan-ketentuannya tidak didiskusikan dengan pemohon
kredit sehinggas perjanjian kredit merupakan foxmulir
standar vyang secara tldak langsung sebagal perjanilan
standar atau perjanjian yang dibakukan. Perjaniian baku

akan mengakibatkan terjadi kondisi tidak seimbang dimana

'oibid., ps. 1337 berbunyi sebagai berikut:“Suatu sebab adalah
terlarang, ewpabila dilarang cleh UndsnguUndang atau apabila beriawanan
dengan kesusilsan pbatk atau ketertiban vmam®.

¥ Mariam Darus Badrulzeman., Ferdjaniian Kredit Bank {Bandungy:
Alumnit, 1978) hal. 30.
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Nasabah Debitur berada pada posisi yang membutuhkan
fagilitas kredit askan menerima klausula baku &aianz
perjamiian kredit tersebut.
Secara sederhana, perianjian standar mempunyal ciri-
ciri sebagal barikut
a., Perijaniian dibuat secara sepihak oleh produsen yang
posisinya lebih kuat dari konsumen.

b. Konsumen sama sekall tidak dilibatkan dalam menentukan
isi perxjanjian. 3

c. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal.

d., Konsumen  terpaksa menerima  isi perjanjian  karena
didorong oleh kebutuhan.

Perjaniian standar vyang dibuat oleh bank tezsebut
cenderung mengakipatkan kondisi Nasabah Debitur dalam
posisi vang lemah namun secara hukum telah terxikat dengan
asas kebebasan berkontrak dimana hal-hal vyang telah
disepakati telah menjadi vndang-undang bagi para pihak.

Dengan adanya perjaniian baku tersebut seaéra
tersirat Nasabab Debitur tidak mendapatkan keadilan dan

keseimbangan. Hal tersebut membuke peluang pihak bank akan

seterusnya bertindak sepihak.
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Pemerintah !dalam mengatasi kemelut krisis ekonomi
yang telah terjadi di Indonesia pada tahun 1997 dimana
kredit macet melanda duniaz perbankan dan salah satu
kebitakan Bank Indonesia adalah mambexiﬁan‘ jalan keluar
kepada Nasabah Debitur yang macet ‘untuk merekstrukturisasi
hutangnya. Dalam kondisi tersebut Nasabah Debitur tanpa
disadarinya terikat dengan periapjian baku yang bzai::::era-pa
syaratnya tidak mﬁzindungi Nasabah Debitur. Dengan harapzn
untuk periindungan kepada nasabah yang berasaskan keadilan,
keselmbangan serta untuk pendapatkan kepastian hukum,
pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Homor 8 Tabun
1992 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April
1892 (MUU No.8/13899”) dan beriaku efiektif pada tanggal 2¢
April 2000, kensumen sebagai pihak yang b&ra&a pada posisi
lemah akan dilindungi secara yuridis.

Kedudukan Nasabah Debitur dalam UU No.8/1%%9 dapat
disam;kan dangan pengertian Keonsumen yaitu sgetiap orang
pemakal  barang dan/atau  jasa .yang tersedia  dalam

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,
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ti

orang lain maupun makhliuk  hidup dan tidak : untuk
diperdagangkan. 12

Hasabah Debitur merupakan Konsumen  yang  akan
menggunakan jasa Pelaku Usaha'”. Bank sebagai Pelaku Usaha
akan memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan menggunakan
jasa dari bank antara lain meminjam uang dengan syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan yang dituwangkan dalam guaﬁu
perjanjian kredit vyang pada umumpya memuat  klausula
baku/standar dari bank yang mementingkan kedudukan bank
sebagal kreditur.

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan
syarat—-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan
terlebih dahulu secara 'sa§ihak oleh pelaku usaha yang
ditunagkan dalam suatu dokumen dan / atap perjanilan yang

mengikat dan waiib dipenuhi oleh konsumen.**

1? Undang-Undang Tentang Perlindungszn Xonsumen. UU No.§ LN Nop.d2
Tahon 1999, TN Bo. 3821, ps.1 ayat 2.

Yothid,, ps. 2 ayat 3 berbunyi sebagi berikut: *“Pelake Usaha
adalah setisp orawyy perseorangsn ataw badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum waupun bukan badasn huokun yang didirikan das berkeduduksan
ataw melakukan kegieatan dalam wilayah hukum negarxs Republik Iwmdlonesia,
baikx sendiri masupun bersama-sama melalul perjaniian menvelenggarakan
kegiatan wsaha dalam berbagail bidang ekonomi.

¥ Ibigd., ps. 2 ayat 1o,
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Guna memberikan perlinduongan konsumen maka dalam
Undang—undang Perlindungan Konsumen gdimuat HBag-ASES
perlindungarn konsumen yang mencerminkan asas manfaat,
ksadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen,
serta kep&stian'hukam yang terwujud dalam pasal 18 ayat 1
U0 No.1/1%93 vyang pada prinsipaya pelaku usaha dilarang
mencantumkan klausula bakuy pada setisp dokumen dan/atau
perianiian vang akan dilakukannya dengan konsumen.

Penulisan ini hanya melihat  topik  pembahasan
mengenal bank dalam menmberikan fasilitas kredit yang
dikaitkan dengan kebiasaan bhank memberikan formulir
perjaniian baku kepada nasabah tanpa menmberikan kesempatan
untuk bernegosiasi mangenai klausula-klausula . yang
tercantum sebagal syaraémsyarat dan  ketentnan-ketentuan
daiam perianiian kredit gerta akan membahas hubungan antara
Nasabah Penyimpan dan HNasabah Debitur dengan bank dalam
rangka menghimpun dana dan meyalurkan dana melalul
pemberian fasilitas kregit. Perjanjian kredit yang menuat
klausula baku vyang bertentangan dengan UU No.8/19%% akan

mengakibatkan perijanjian kredit aksn dinyatakan batal demi

hukum oleh hagim.
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|
Perjanjian kredit merupzkan perjanjian pokok dari

pemberian fasilitas kredit sehingga apabila perjaniian
kredit dibatalkan a}eh hakim mwaka bank tidak dapat
melakukan eksekusi agunan bexdasarkan pengikatan agunan
yang telah dibuat antara bank dan debitur.

S8elanjutnya dalam ketentuan perbankan ditentukan
bahwa penberian kzedit atau pewmbiavaan berdasxnan prinsip

Syariah dibuat dalam bentuk perjanijian tertulis.™

B. Pokok Permasalahan
Berdasarkan uraian pada Iatar Dbelakang maka dapat
dirumuskan permasalahsn sebagai berikut :
1, Apakah standar baku ({standard form} perjaniian kredit
yang dibuat Lembaga Perbankan dapat dibenarkan ?
2. Bagaimana upaya Lembaga Perbankan dalam praktek untuk
mengakomodir ketentuan klausula baku yang diatur dalam

U0 No.B8/18397

** UU No.10 Tanun 1998, op. cit. Penjelasan ps.2. ayat a.
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C, Metede Pepnelitiasn

Dalam upaya wmendapatkan data yang diperlukan untuk
penelitian ini, dilakukan penelitian kepustakaan. Dimana
dalam penelitian kepustakaan data yang akan dipergunakan
merupakan data sekunder, vang meliputi undang-undang,
buku-buku dan hasil seminar.

Adapun wmetode penelitian ini mempergunakan Penelitian
Hukum Normatif vang mencakup penelitian terhadap asas-asas
hukom, penelitian  terhadap  sistimatika  hukum  dan
perbandingan hukum.

Dalam penelitian ini akan terdiri daxri unsur-unsur:

1. Sifat dan Jenis penelitian
Panelitian ini hersifat deskriptif; vang
tujuannya nengumpulkan data-data, baik berups teori
perjanjian maupun ketentuan yang mengatur tentang
klausula baku.

2. Pendekatan.
Pendekatan yang dipergunakan ada.zh pesndekatan yuridis
normatif yang ditujukan pada tecri dan produk hukumn.

3. Tahap Penslitian.
Menginvetarisasi konsep~konsep, teori-teori dam

pendapat-pendiapat maupun ketentuan peraturan perundang—

Klausula Baku..., Sri Buena Brahmana, FH Ul, 2002
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undangan yang berkaitan dengan pengaruh (U0 No.#/1399

terhadap keberadaan perjanjian kredit bank yang akan

dipakal untuk landasan pemikiran dalan melakukan

gnalisis.

Analisa Data.

Pigunakan daftar pustaka sebagal sumber utama,

meliputi :

4.1. Bahan Huokum Primer, antara lain Undéngmﬁndang
Nomor:8/1999, &ndaagmmndang.éerbankan;

£.2. Bahan Hukum Sekunder, antare lain berupa bahan
seminar karys parda ahli hukum; dan

4.3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang dapat
memberikan petunjuk dan penijelasan terhadap bahan
hukum primer dan sekunder, seperti kamus hulum,
indeks, dan sebagainya.

Sumber ?angumpui Data :

5.1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Kampus Depok:

5.2. Buku~buku pustaka <an hasil seminar.
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. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan dan pembshasan tesis ini, penulis

akan memaparkan dengan sistimatika ssbagai berikut :

{1}

{id}

dimulal dengan Bab I vang menjelaskan : {a) latar
belakany permasalahan, antara lain  sebab~sebab
timbulnya permasalahan dan hal-hal yang menjadi
permasalahan, (b} pokok permasalahan, vyang memuat
perumasan permasalahan, (¢} metode penelitian, vang
meliputiti penelitian kepustakaan, dan (g}
sistimatika penulisan.

Bab 11 vyang menjelaskan pembahasan, terdiri dari
pengertisn perjanjian kredit merupakan perianjian
vang sah menurut ketentuan undang-undany dan
perjanjian kredit sepagal perijanjizn baku, serta
membahas permagalshan vang timbal dari perdiamiian

baku tersebut, wyaity adanya syarat-syaratnya tidak

dinegosiasikan terlebih dahule dengan debitur

sehingga tidak memparikan perlindungan bagi debitur
tersebut. Dalam Bab ini dimuat pemecahan permasalahan
mengenal psrjaniian kredit yang dibuat oleh lembaga
pertankan telah disesuaikan dengan UU No.8/1999

sehingga diharapkan perjanilian kredit dapat

Klausula Baku..., Sri Buena Brahmana, FH Ul, 2002
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mamberikaﬁperlindimgaﬁ kepada debitur dalam
menandatangani perjanjian kredit.

Bab III ini yang memuat kesimpulan terhadap
permasslahan mengenal klausula bakua yana_:; bagaimana
dapat dimuat dalam perjaniian kreéit, sehingga dapat
dibenarkan oleh UU Ho.8/1989 dan bagaimana upaya—
upaya lembaga perbankan dalam memberikan perlindungan
kepada debiturnya. Dalam bab ini juga dimuat saran
penulis  dalam rangka upava untuk  membarikan

perlindungan debitur dalam perjanmiian kredit.
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BAB 1%

KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN ADANYA UNDANG-

UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Perjanjiian Kredit Sebagai Perjaniian Yang Mengilgat

Antara Nasabah Debitur Dan Bank.

Pengertian tentang perjaniian diatur i dalam buku
ITI Kitab Undang—undang Hukum Parda%ga memberikan pengertian
perjanijian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain
atau lebih.'® Pengertian ini oleh beberapa ahli mengandungg
;ka}amahan yakni tidek lengkap dan terlalu luas Yyangg

menyiratkan sesuatu hal yang sifatnyva merupakan perbuatarn

¥ girab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgeliik #et-Boek}, op. cii t.
ps, 1313,
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hukam sepibak yakal memberikan k&wgﬁihan bagi salah satu
pinsk, hal ini dapat dilihat dari kalimat “satu orang atau
lebih™, padahal perjanijian ity selalu merupakan perbuatan
vang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang akan
menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Setiawan memberikan pengertian mengenai “perjanjian
adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih
saling mengikatkan dirinva terhadap satu orang afzzz.z
lebin”,’ sedangkan Subekti memberikan pengertian perjaniian
adalah “Suatu peristiwa, dimana seseorang berjanii kepada
orang lain, atau dimana keduva orang ity kerjamii untuk
melaksanakan suatu hal®”.'  Satrio  berpendapat bahwa
perdaniian adalah suaty tindakan hukum. Runmusan tindakan
hukum  adalah “Tindakan-tindakan vang memberikan akibat
hukum dan akabat hukum tersebuat memang dikehendakl {(pelaku

- atau para pelaku) atau dianggap dikehendaki oleh 1a atan

“

*? Betiawan, R., Pokok-Pokok Hukum Perikatan. {Jakarta: Bina Cipta
Press, 19773, hal. 49.

14 subekti, R., Huokom Perdaniian. (Jakarta: Intermasa, 1987},
hal.l.
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mereka yang melakukan tindakan hukum”.?® Sementara Sudikno
Mertokusumo berpendapat bahwa perjaniian adalah “Hubungan
nukum antar dua pihak atau lebih berdasarkan kata sespakat
atau menimbulkan akibat hukum”®®. Dari pendapat ketiga ahli
terssbut dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya unsur
kesamaan dalam pengertian perjanijian yaitu adanya
kesepakatan satu orang atau lebih untuk mengikatkan diri
terhadap =saty orang atau lebih antuk melakukan sua?u
perbuatan  hukum vang dikehendaki dan perbuataﬁ‘ harkum
tersebul mempunyai akibat hukum bagl kedua pihak tersgebut.

| Selain daripadsa pengertian perianjian, dikenal juga
asas suatu perjaniian yaitu asas kebebasan berkontrak, asas
ini secara tegas ditentuksn dalam Pasal 1538 KUHPerdata
yang menysbutkan sebagai berikoh
i. persetujuan yang dibuat secara sah oleh para pihak

berlaky sebagal undang-undang bagi mereka;

¥ Satrie, J., Hukum Perijaniian {Perianijian Pada Umumnya} {Bandung:
Agitya Bakti, 19832y hal. 1i.

*  zudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum  {Suatu Pengantar).
{Yogwakarta: P. Liberty, 1886). Hal. 97.
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2. persetujuan tidak dapat ditarik kembali kecvali dengan
kesepakatan mereka yang merbuat perjaniian tersebut;

3. persetujuan dilakukan dengan didasarkan pada itikad
baik. -
Selain asas yang tercantum dalam pasal 1338 tgrsebut, perin
diperhatikan pasal 1339 ROHPerdata yang menentukan bahwa
selain para pihak tundok kensda persetujuan vang mereka
buat, para pihak Juga terikat kepada asas kebiasaan,

kepatutan dan updang-undang.

Perjaniian Kreditf menurut Hukum Perdata Indonesiz
merupakan salah satu dari bentuk perjaniian pinjam meminjam
yang diatur dalam Buku Xetiga KQHPerdata® . Kata Kredit
berasal dari bahasa Romawi yaitu ‘credere’, vyang artinya
percaya, Bila dihubungkan dengan bank, make terkananng;
pengexiian bahwa bank selaiy rrecgitur percays meminiamkarna
sejwmalah  wang kepada Nasabah Debitur, karena Nasabalhb
debltur dapat dipercaya kemampuvannya untuk membayar luna:=g
pinjamannya setelah jangka  waktu yangyg ditentukan.

Perjaniian pinjam meminjam yang diatur dalam Kitab Undang J-

1 Muhammad Diumhana, Hukum Perbankan gdi Indoenesis. {Bandung: Cit sm
Aditya Bakti), hal,38%.
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undang Hoekum Perdata mengntukan babwa pinjam meminiam
adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan
kepada pihak yang lain suatu jzzmlai-{ _z:ert&ntu barang-barang
yang menghabis karena pemakalan, dengan syarat-syarat pihak
vang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yanyg sama
dari macam dan keadasan yang sama pula?’. Dalam perjaniian
ini, pihak vyang meminjam tidak boleh meminta kembali
barang yang dipinjamkan sebelum dangka waktu vang
diperjanjikan berakhir®®, sedangkan siapa ~ yang menerima
pinjaman seswvatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah
dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan®.
Mengenal debitur dikenakan suku bunga dapat diperbolehkan
aleh undang-undang untuk  memperjantiikan bunga atas

peminiaman uang atauw lain barang yang renghabls karena

22 gitabh Undang-Undang Hukum Perdaka (Burgalijk Wet-Boek), op.
cit., ps. 1754.

% FKitab Undang-Undang Hupkum Perdata {Burgeliik Wet-BHoek), op.
git,, pw. 1738, berbunyi sebagai berikui: “Orang yang meminiamkan fidak
dapat meminta kembali eps vang taslah dipinjamkannys ssheluos lewainya
waktu vang ditentukan dalam perjaniian.”

M gitab uUndang-Dndang Hukum Perdata (Burgeliik Het-Boekl, op.
cit., ps. 1763, |
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pemakaiannya® Dalam hal ﬁembarian kredit oleh bank,
pengertian barang vyang menghabis dapat disamakan dengan
uang yang dipercieh Nasabeh Debitur dari bank yang
wajib dikembalikan oleh |

Nasabah Debitur dengan jangka waktu dan suku bunga vyang
disepakati dengan syarat-syarat yang dituangkan dalam suatu

perjaniian kredit.

A.1., Perianjian Kredit Sebagail Perijaniian Baku.

Pada umumnya perjanjiian  kredit vyang dipergunakan
dalam perbankan dalam bentuk perjanjian standar atau baku.
Pengertian baku disini dapat diartikan bahwa klausula yang
ﬁ&rdapat dalam perijaniian tersebut dibuat secara sepihak.
Bank dalam hal inl berpotensi sebagal pihak yang mea&nt#kam
sjarat-syarat sebagail kewsliben yang harus dipenuhi oleh

Nasabah Debitur,

% Kitsb Undang-Undang Hukum Perdata {Burgeliik Wet-Boek}, oD.
£it., ps. 1765, berbunvi sebsgai berikuat: SAdalah diperbolehkan
memperjaniikan bunga atas peminiaman uang abtau lain barang menghabis
karens pemakaian,”
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Perjanjian standar tersebut tidak memenuvhi asas
kebebasab berkontrak sebagaimana dimaksod dalam pasal 1338
KUHPerdata mengingat bentuk perjaniian kredit adalah berupa
formulir yang telah tercetak dan HNasabah Debitur yang
berada dalam posisi pihak yang membutuhkan kredit.

Pihak bank dalam hal ini berada dalam posisl yang
kuat akan lsbih mementingkan keuntuagan dari syarat-syarat
yang diperjanjikan. Dengan ditandatanganinya perianjian
kredit tersebut maka teriadi ketidakseimbangzn prestasi,
hal tersebut akan mengurangi nilai kepastian hukom karena
dapat ditafsirkan tidak sesuvali dengan aszas kepatatan
ataupun itikad baik dari pihak yang mengadakan perianiian.

Sekalipun Ekeabsahan bperlakunya perjandiian baku pada
dasarnya memenuhi persyaratan sahnya suatu perjanjian
menurut pasal 1320 KUH Perdsta namun dari  beriakunva
perjaniian baku fersebut timbul suabu pernasalahan bagi
pihak lain vyang perjaniian tersebul berat sebelah.
Perjanilian berat sebelah adalah perjanilian vang memuat
syarat dan ketentuan vyang menguntungkan salabh satu pihak
saja (yaitu pihak vang mempersiapkan perianjian baku

tersshbut).
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PDalam’ Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah

ditentukan asas hukum yang dipakai sebagal tolak ukur guna

menentukan apakah suatu  klausula dalam pezdjanjian baku

merupakan swatu klausula vyang secara tidak wajar sangat

memberatkan bagi pihak lainnva, vaitu

bhahwa suatu kausa adalah terlarang, apabila kzusa itu
dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan

moral atau dengan ketertipan umum.®®

bahwa persetujuan-persetuivan tidak hanva mengikat untuk
hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi
juga unttk segala sesuatu yvang menurut sifatnya dari
persetuinan itu  diharuskan oleh kepacutan, kebiasaan
atcau unéangwundangw.

Kedudukan yany tidak seimbang antara bank dan Nazsabah

Debitur sebanarnya terdapat tendensi kearah tidak adanys

oit.

¥ Kitab uUndang-Undang Hukum Persata {Burgeliik wet-Bock), op.
. BsS. 1337,

¥ op. sit., ps. 1339 berbunyi sepagai berikut: "Suatu perianjian

tidak hanya mengikat untuk hal-~hal yang dengan tegas dinyatakan di
dalamnys, tebapdl Juga untaok segals sesustn  yang menurut  sifat
parjaniian, diharuskan cleh kepatuban, kebiasaan atau undang-undang,
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perlindungan terhadap Nasabah Debitur,: sehingga

mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Dengan dikeluarkannya UU Np.8/1%%9 vang diharapkan
sebagal upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen. Hal texrsebut secara tTegas
dalam pasal 2 UU¥ No.8/1998 ditentukan bahwa perlindungan
konsumen besrasaskan manfaat, keadilan, keselmbangan,
keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Sesuai dengan gpirit dan jiwa dari adanya UU
NG.8/1%9% yaitu akan mencapal keseimbangan serta kepastian
hukum maka undang-undang tersebut antara lain  akan
menuangkan hak dan kewaiiban konsumen dan pelaku usaha
ataupun persyaratan ketentunan klausula baku.

Ketentuan pencantuman klausula bake di  atur 00U
No.8/1993, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaky usszha daiem menawarkan barang dan/atau jasa yang
ditujukan untuk diperdazangkan dilarang menmbuat atau
mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau
perjaniian apabils
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

b.menyatakan bahwa pelaku usaha Dberhak menclak

penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
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i
o, menyatakan bahwa  pelaku usaha  berhak menolak

penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang
dan/atau jasa vang dibeli oleh konsumen;

d.menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada
pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak
langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang

~berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen
secara aAngsuran;

a.mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan
barang atau pemanfaztan Jjasa yang dibeli oleh
konsumen;

f.memberi hak kepada pelaku wusaha untuk mengurangi
manfaat dasa atau mengurangi harta kekayasn konsumen
vang menjadi obyek jual‘bali jasa;

g.ményatakan tunduknya konsumen kespads peraturan yarg
berupa aturan bazru, tambahan, lanjutan dan/atac
pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku
usaha dalam wmasa konsumen memanfaatkan 7jasa  yang
dibelinya;

h.menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku

usaha untuk perbebanan hak tanggungan, atau  hak
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jaminan terhadap barang vyang dibeli oleh konsumen
S@CEra Angsuran.

2. Pelaku wusaha dilarang mencantumkan kalusuia bake yang
,ietak ataun bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat
dibaca secara jelas, atau vang pengungkapannya sulit
dimengerti.

3. Setiap klausula baku vang telah ditetapkan oleh pelaku
usaha pada dokunmen atav perjaniian  yang wmemenuhi
ketentuan sebagaimans dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2
dinyatakan batal demi hukum.

4. VPelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang
bertentangan dengan Undang-undang ini.*®

Ketentuan ini merupakan dasar bagi penulis untuk

menganalisa hal-hal vyang menjadi klausula baku dalam

pErianjian  Kreait sebagal perjanjian paku yang memuat
syarat yang tidak seimbang antara kebutuhan Nasabah Debitur

dan bank.

YU No.8 Tahun 1999, op.cit., ps.18.
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A.2. Hubungan Antara Bank Dan Nasabah

Sebelum pelaksanaan kesepakatan antara bank dan
Nasabah Penyimpan untuk membuat suatu perj&n?ian kredit
dalam raogka pembaria; fasilitas kredit maka terlebih
dahulu perlu &iketahui apa vang mendasari ikatan perjanijian
kredit tersebut,

Dalam kaitap beank yang dapat dikategorikan konsumen
dalam UU KHo.8/1989 adalabh nasabah yang menggunakan jasa
perbhankan vang 2antara lain adalah Hasabah Penyimpan dan
Nasabah Debitur?®,

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yéng
berperan dalam masyarakat =ebagal pendukung perskonomian
pada umummya berperan sebagal pemberl Jjasa bagl Nasabah
Penyimpan yang wemperéayakan dapanya disimpan pada bank.
Nasabahh Penyimpan tersebut akan mendapat Jjasa bunga
dari bank  vyany bersangkutan, dalam  hal hai akan
memanfaatkan_ dana Nasabah Penyimpan tersebut derigan

memberikan fasilitas kredit kepada Nasabah Debitur dengan

QU No. 10 Tahun 1998, op. git., ps. 1 sngka 16, 17 dan 18.
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i
jasa suku bunga yang besarnya di atas jasa suku bunga yang

diberikan kepada Nasabah Penyvimpan,
Pengertian Kredit dalam perbankan adalah
penyediaan uang atau tagihan vang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuvan atauw kesepakatan

pinjam meminijam antara bank dan pihak izin
yanyg mewatibkan pihak meminiam untuk  meluasasi
utangnya setelah jangka waktn tertentu dengan pemberian
bunga. >

Pelaksanrzaan untuk pemberian kredit untuk pembiayaan

ugaha oleh bank berasaskan @

1. prinsip kehati-hatian;

2. bank waiib mempunval keyakinan Dberdasarkan analisa
VAT mendalam atan itikad baik dan kemampuan

serta kesanggupan Nasabah Debitur untik

melunasi hutangnva ataue nmengembalikan pembizyaan

" pU No. 10 Tahun 1938, op. ¢it.., ps. 1 angka 1l.
gy Ne. ¥ Tahun 13982, op. cit., ps. 2, berbanyl sebagal berikut:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan ussahanya berasasken demokrasi,
ekonoei dengan menggunaksn prinsip kehati-hatian.”
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dimaksud sesuai dengan yang diperianjikan.®?

Sebagal salah sstu unit usaha, proses kegiatan

perkreditan merupakan usgaha uastuk mencapal sasaran Kredit

itu sendiri, yang berupaya untuk :

i,

ok

Memelihara kesmanamnya, yaitu bank harus menilai kembali
nilai ekonominya setelah Jangka waktu tertentu sesual
dengan perjanilian.

Fenggunaannya terarah, vaitu kredit tersebut sunggub-
sungguh  dipakal oleh debitur sesual  perencanaan
perusahaan untuk meningkatkan kinerja kegiatan usaha
{performance} dan tarbukiti sampai pada ohyek kredit.
Méndatangkan hasil usaha, yaitu memberikan hasil lebih
kepada bank, debitur dan-otorita moneter, sehingga mampu
menimbulkan backward dan foreward linkage kepsada

masyarakat luas,.??

# UU No. 10 Tshun 1998, op. git., ps. & ayst 1, berbunyi sebagai

berikut: “Dalam memberikan kradit atau pembiayaan herdasarkan prinsip
syari’ah, Bank Unum waiib mempunyai keyakinan berdasarkan aniisis yang
mgndalam atas itiked dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur
vntuk melunzaal stangnya atac mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai
dengan yang diperjaniikan.

% H. Mok. Tjoekam, op. cit., hal. 3.
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Mengingat dana-dana vyang diberikan ll:>an]-: kepada
Masabah Debitur adalah modal bank itu sendirl ataupun dana
Nasabah Penyimpan vang sewaktu-waktu dapat ditarik cleh
yang bersangkutan maka bank dengan menggunakan prinsip
kehati-hatian terlehih dahulu menganalisa rencana pemberian
kredit tersebut apakah dapat dipercayakan kepada Hasabah
Debitur tersebut atau tidak,

Analisis kredit tersebut bisa dipsroleh melalui
penilaian berdasarkan S5C Principles.™

Dalam menganalisa pesrdterian suatu pemberian kredit
pada umumnya bank menggunakan kriteria 5 € tersebut adalah
sebagail berikut :

1. {haracter [sifat)
Balam hal 1inl bank terlepihk dahulu mengenal subyek
hukum ¢alen debiturnva, mizalnva nilai good will darid
usaha yang akan diberikan modal usaha  yang  akan
diinvestasikan, Pada umumnya bank akan meminta data—
data legalitas dazi badan hukum tersebut dan juga akan

mempertinbangksn kemampusn pemilik  esaha  {pemegang

** H. Moh. Tjoskam, op. ¢it., hal, 94
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saham} atauvpun pengurus dari kegiatan usaha badan hukuwn
tersebut apakah profesional dibidang usahanya abaupun
mempunyail pangetahuan dalam mengendalikan rsaha
tersebut.

Capacity (Kemampuan)

Bank akan melakukan analisa keuangan dari calon debitur,
misalnya untuk pengajuan jumlah fasilitas kredit vyang
akan digunakan sebagal modal kerja dalam rangka
memprodukst  barang atzupun  sebagal investasi  dalam
rangka penanaman modal veng dalam jangka waktu tertentu
baru dapat menghasilkan barang. bank aken menganalisa

kemampuan calon debiturn dangan sumbey-sumber

-pendapatannya kemudian yang akan digunakan sebagal

pengembalian kredit yang dipercleh dengan cara angsuran
atazupun cara terifentu yvang disepakaci antara bank dengan
dehitur,

Capital (Modal)

Analisa fterhadap modal ini diharapkan untuk mengetahuil
modal calon debitur vyaitu dengan menghitung modal
debitur yang tertanam pada bisnisnva berikut tagihannya
pada pihak lain sehingga Dbank dapat nemperkirakan

kebutuhan dari calon debitur. Bank harus mengetahul debt
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toe equity ratio,. y&it& besarnya seluruh butang debitux
dibandingkan dengan seluruh readal dan cadangan
perusahaan serta likuiditas perusahaan ({(likuiditas,
solvabilitas dan profitabilitas) . ?® |
Coliateral {Jaminan)

Jaminan disini merupakan agunan, pengertian Agunan dalam
perbankan adalah jaminan tambahan vyang diserahkan
nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian
fasilitas kredit atau pembiavazn dalam rangka prinsip
Syariah.’® Namun pada prakteknya pihak bank menjadikan
agunan sebagai pertimbangan dasar Jjumiah kredit wyang
akan diberikannya dan nilai market dari Agunan tersebut
mergpakan hal vang penting. Pada umumnya pemberian
fasilitas kredit dalam bentuk investasi misainya
pembangunan  pabrik, uverhadap tanah bberikut pangunan
pabrik tersepbut akan diserahkan sspagal Agunan., Terhadap

Agunan tersebut akan dilakukan pengikatan Agunan

B 4. Moh. Tioskam, op. cit., hal. 87,

¥ U No., 10 Tahun 1998. ¢p. cit. ps. 1 angka 23,
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sepagaimana yang ditentunkan oleh Undang-undzng sehingga
bank mempanyai kedudukan preferen.
5. Condition {(Kondisi)
Analisa yang dilakukan bank atas kegiatan usaha debitur
vang akan dibiavai apakah masih didukung daﬁgan
kebutuhan masyarakat, sehingga produksi yang akan
dihasilkan dari usahe debitur mempunyai prospek pasaran
yang bagus,
Berdasaxkan urailan d4di atas, dapat diketahul bahwva
pada prinsipnya bank dalam memberikan fasilitas kredit
kepada debiturnya sangatlah selektif dan analisa KRredit
tersebut amatr penting satu dan lain untuk kepentingan
sebagai berikui
1. bank dapat mnmenentukan berbagal risiko yang akan
dihadapi apaﬁil& fasilitas kredit diberikan kepada
debltur dengan usaha vang akan dibiayai;

2. bank dapst meniéai jenis fasilitas kredit wyang akan
diberiksn kepada debitur: ‘

3. bank dapat meneantukan jumlsh fasilitas kredit vyang
diberikan dengan peritimbangan risiko nilai jaminan yang
akan mengcover hutangnya dikemudian harxri apabila

debitur tersebut wan prestasi;
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4. gank dapat menilai kemampuan debitur dalam
mengembalikan hutang sehingga jadwal pembayaran dengan
jangka waktu tertentu dapat ditetapkan oleh bank.

Bengan adanva p&nilai%n bank berdasarkan analisa
kredit tersebut paa& dasarnya bank telah melindungi
kerugian yang akan timbul akibat pemberxian fasilitas kredit
texrsebut,

Bank sebagail lembaga yang dipercaya oleh masyarakat
untuk menghimpun dana masyarakat dari Hasabah Penyvimpan
dan dana tersebut akan membiayal Hasabah Debitur sebagai
sumbe: pemasukan bank yang utams adalah dari bunga dan
provisli atas pemberian fasilitas kredit tersebut. Dengan
demikian antara bank, Nasabah Panvimpan dan Nasabah Debitur
merupakan lingkaran yang k&haxm;nisannya tetap dijaga tanpa

wnerugikan satu sama lain.

E.3, Peranan Pemerintab Dalam Regiatan Perbankan
Pembinaan dan pengawasan pank diiakokan oleh Bank

Indonesia’’. Selain daripada pengawasan cersebut pemerintah

7 . Ne. 10 Tahun 1898, op. cit. ps. 29 ayat 1.
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akan melindungi nasabah bank untuk tetap mempercayai‘bank

sebagal tempat penvyimpan dana.

Dalam mempertahankan kepercayaan nasabah tersebuat,
pemerintah melalul UU NHo.B/1%38 melindungi kepentingan
nasabah sebagai konsumen yang merupakan  sebagai landasan
hukum vang kuat dalam mengatasl permasalahan ketiﬁakadilan
yang dirasakan ¢leh nasabah sehubungan dengan penggungan
jasa perbankan tersebut.

Dengan berlagunya DY Na.8/192%, bhank dituntat untuk :

1. pemberian informasi vaeng benar, islas dan jujur kepada
nasabah berkaitan dengan jasa perbankan vang
ditawarkan;

2. perlindungan bagi nasabah dari segala tindakan-tindakan
bank yang menawarkan prodek bank relalul cara-cara vang
tidak benaxr atau menyesatkan:

3. periindungan unbtuk dapat memperoleh produk bank sssusi
dengan yang dijaniikan dan ditawarkar;

4. apabila dalam perjanjian tercantum klausula pembebasan
tanggung jawab Dbank, wmaka xlausula tersebut harus

diinformasikan secara jelas dan mudah dilihat.
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Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan
asas persaingan usaha yang sehat dengan tetap memperhstikan
adanya keseimbangan antara bank dan kepentingan nasabah.
Asas-asas yang garus dipatuhi bank selaku pelaku
usaha dan nasabaé sebagai konsumen adalah sebagai berikut :
1. Asas keseimbangan
flalam memasarkan produk yang dihasilkannya bank tidak
berorentasi untuk mencari keuntungan dengan mengabaikan
prinsip-prinsip harusaha Yang benar, tanpa
mempsrhatikan kedudukan nasabanh sebagal pemakal jéSa
produk.

2. Asas keamanan dan keselamatan.
Setiap nasabah berhak atas keamanan dan keselamztan

dirinya pada saat menggunakan jasa perbankan  yang

gitawarkan kepadanya olsh bank dengan itikad baik.

B. Pembahasan (Analisisg).

Sebagaimana telah dipaparkan oleh penulis Dbahwa
perjanjian kredit adalah perjaniian baku, perianjian baku
yang dimaksud adalah perjaniian yang sudah dibuar dalam
bentuk standar ?ang telah tercetak. Bentuk standar tersebut

memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dibakukan
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sehingga syarat-syarat dan katentuanwketentuané terssbut
tidak dapat dinegosiasikan <engan Nagabah Debitur.
'?engartian klausula baku dalam UU No.B/18335 adalah
setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat vang telah
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak
eleh pelaku usaha vang dituasngkan dalam dokumen dan/ataa
perjanjian vang mengikat dan wajib dipenuhi oleh ka&sam&nﬁ.
Untuk mengetahul klausula baku yang bagaimana dalam
perjaniian kredit yang dapa® memberatkan WNasabah Debitur
sehingga terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban
para pihak, sebagai contoh pemilis zkan mengambil beberapa
pasal perjanjian kredit yang standar dengan klausula baku
vang tidak memberi .pelinﬁunqan kepada MNasabah BDebitur,

-

yaitu spcara lsin dengan rumusan sebagai berikut

i. “Besarnyz suku bunga fasilitas kredit, sewaktu-waktu
dapat diubah oleh BANK berdasarkan tingkat suku bunga
vang berlaku pada BANK vang akan diberitahukan secara

tertulis kepada DEBITUR dan pemberitshuan tertulis mana

¥ Uu. Ho. 8 Tahun 1399, op. cit. ps. 1 angka 10.
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merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanilian
Kredit ini dan karenanya mengikat DEBITUR.”

Kilaugula ini memberatkan :&asahah Debitur mengingat
sebagaimena kita ketahui bank sebagail pemberi fasilitas
kredit ﬁéngan berasaskan prinsip kehati~hatian terlebih
dahulu telah memperhitungkan segala risikc yang timbul
terhadap pemberian fasilitas kredit melaslui analisa
kredit dengan aspek 5 C: yaitu Character, Capacity,
Capital, Collsteral dan Cdondition, bank semestinva
mempertimbangkan kemampuan debitur hanya sebatas hunga
yang diberikan pada saat perjaniian kredit
ditandatangani. Berdasarkan pada pasal tersebut bank
sewaxtu-waktu dapat menaikkan tingkat suku bunga. Hal
tersebut akan mengakibatkan kRemungkinan kesulitan-
kesulitan vyang akan dihadapi oleh debitur untuk
melakukan kewaiibannya membayar bunga atalpun angsuran
hutaﬁgnyg. Namun disgisi lain sikap bank untuk
menggunakan klausula yang memberikan hak bank mereview
tingkat suku bunga sewaktu-waktu bukaniah kehendak bank
semata-mata akan tetapl satu dan lain dikarenakan
adanya kebijakan pemerintah untuk menaikkan suku bunga

Saham Bank Indonesia. 8Sebagal contoh pada aval masa
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krisis ekonomi di  sekitar tahun l&%?, pemerintah
mengeluarkan kebijaksanaan untuk menaikkan suku bunga
Saham Bank Indonesia, dalam kondisi denmikian bank iuga
" menaikkan tingkat suku bunga kepada debitarnya yang
pada saat itu hampir mencapal 60% (enampuluh persen)
parbulan dimana sebelumnya hanya berkisar maksimum 20%
{dlua puluh persen) perbulan. Kondisi demikian membuat
Nasabah Debiltur tidak berdaya sehingga fasilitas kredit
yang akan digunakan sebagai’ nodal kerja ataupun
investasi kemungkinan digunakan sebagal pembayaran
angsuran kepada bank, akhirnya timbul masaiah kredit
macet vyang mengakibatkan bank berhak untuk melakukan
eksekusi atas agunan yang diseraznkan debitur. Berawal
dari perjaniian kredit yang merupakan perjanjian vyang
sahh dan asas kebebasan berkontrak maka vank dalsm
melakukan tindakan untuk memberlakuksn Lingkat suku
bunga dapat dibenarkan tanpa memperhatikan kemampuan
debitur tersebut. Hetidakadilan yang dirasakan oleh
debitur untuk memperoleh hak yang seimbang dalam
menentukan syarat pemberlakuan tingkat sukv bunga yang
dituangkan dalam perjaniian kredit telabh diwujudkan

dengan adanva UU No.8/1899 yaitu pada prinsipnya tidak
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menghendaki adanya pengubshan selanjutaya dilakukan
pelaku usaha secara sepihak.” Mengingat kegiatan usaha
perbankan sebagal lembaga keuangan vang kepercayaan
masyara&&% harus diutamakan maka dalam rangka mencapalil
perskonomian, keterikatan bank terhadap peraturan-
peraturan pemerintah dapat dibenarkan sehingga klausula
yang memual hak bank untuk menaikkan suks bungs dapat
dicantumkan namun harus zda kessimbangan -sshingga
memberi perlindungan kepada debitur; bank dalam hal ini
lebih bersifat terbuka dan nemberikan informasl vyang
ielas dan mempunyai kepastian hukum, Bengan
pertimbangan ~tersebub di atas semestinya klausula
rumusan tersebut di atas dapat -diusulkan menjadi
sebhagal bérikuz :

“Tingkat suku bunga fasilitas kredit vyang ditentukan

dalam Perdjaniian Kredit ini akan ditinjau oleh bank

* yo. No. B Tahun 199%, op. cit, ps. 18 ayat 1 butir g berbunyi
sebagai berikuat: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ataw jasa
vang Adlzwiukan ontuk diperdagangkan, dilarany membtat atau mencantusmkan
klausula Iaku pada setiap dokumen danfstsy  perjasiian spabiia
menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yvang berupa aturan haru,
tambahan, lanjutan dan/atan pengubahan lapiutan yang dibnat sepihak
wleh  pelaku  ussha dalam masa  konsumen memanfastkan jass vyang
dibelinva”.
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dalam  wakby s SO | %ulan secara berkala,
peninjauan mana akan menentukan besarnya suku bunga
yang beriaku dengan memperhatikan pekembangan
ekonomi/moneter yang terjadi pada saat peninjauvan suku
bunga tersebut”. |

Klauvsnla terssbut masih menggambarkan bahwa bank
herperan dalam menentukan tingkat suku bunga
selaniutnya namun keselmbangan disinl terlihst adanya
persetuiuan  debitur untuk mengerti pada  kondisi
perkembangan ekona&&‘ / moneter dan adanya tengggnq '
waktu diberikan kepada debitur untuk wmenberiakuken
tingkat svku bunga yang baru tersebut. Desngan demikian
debitur seminimal mungkin akan memperkirakan risiko
yang akan bperdampak pada kegiatan wusahanva dan akan
mengambil  iazngkah—langkah  dengan mempertimbangkan
kemampuannya untuk mepneruskan Ffasilitas kredit ataupun
melunasinya sehingga dibharapkan debitur tidak terlilit

dengan penumpukan kewajiban bunga yang harus dibayar.

“"Bank dengan ini diberi hak dan dikuasakan oleh

DEBITUR untuk menggadaiulanqkan kredit ini kepada BANK
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INDONESIA atau pihak ketigs lainnya, semata-mata
menurut pertimbangan yang dioandang baik cleh BANK”.

Klausula ini membsri peluang kepada bank untuk secara
uéah menguasal dengan  menggunakan haknya dapat
mengalihkan fasilitas kredit vyang diperoleh Nasabah
Debitur kepada pihak lain tanpa persetuijvan daxi
Nasabah Debitur fersebut. Mengingat bank sebagal
lembaga keuangan yang selalu dalam pengawasan Bank
Indonsia yang akan bertzanggung jawak dalam kesulitan
perbankan misalnyva apabila sustu bank yang sswaktu-
waktu menurut penilaiannya Etelah fidak mampu untuk

melakukan keglatan operasional. Dalam kondisi demikian

pamerintah berusaha wmengembalikan kepsrcavaan
masyarakat dengan melakukan upaya-upaya penyehatan
terhadap Dbank tersebut. Menpurut  ketentuan U

Ne.10/1988 antara lain menentukan bahwa yang dimaksud
dengan kesulitan perbankan vang nembahayakan
perekonomian nasional adalab  suatu  kondisi  sistem
perpankan yang menurut penilaian Bank Indonesia terjadi

krisis k&perﬁayaan masyarakat terhadap perbankan vyang
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berdampak kepada hajat hidup orang banyak.* éal ini
memerlukan peran langsung dari  Pemerintah  untuk
menanggulargrinya melalui kebijaksanaan, misalnya badan
khusus yang nengambil alih hak dan wewsnang bank. Hak
dan WEWSNANY yang dimaksud tarmasuk juga
pengambilalihan nasabah bank tersebut yaitu

2. Nasabah Penyimpan, untuk melakukan upaya pembayaran
uanyg nasabah yang tersimpan pada bank.

. Nasabah Debitur, untuk meninjau ksadaan dari debitur
sehingga dapat diketahui dsbitur vang masih dapat
dibantu dengan mengadakan restrukfurisasi kredit
ataupun debituyr vang suwieh tidak mampu untuk
maelandjutkan  usahanva sehingga dicarikan  jalan
terbaik untuk penyglesaian hutangnya.

Berdasarkan uralan~uraian tersebut di atas, menurut

penuiis klausula baku yang dimaksud tadi tidakliah perlu

dicantumkan dalam perjaniian kredit karens bank sebagai
lembaga kepercayaan selalu dalam pengawvasan pemerintah
dan pemerintah barkewaiiban untuk melindungl

kepentingan masvarakat.Klasusula baku demikian tidak

¥ 5O, No. 10 Tahun 1998, op. cit. penjelasan ps. 37A ayat 1.
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dapat dibenarkan Jugs menurut UU No.8/183%% karena
Pelaku Usaha dalam menawarkan bazang dan/atau jasa yang
dgitujukan untuk dip&rdaqangkan dilarang membuat atau
mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan /
atau perianjian apabila terdapat pengalihan tanggung

jawab pelaku usaha.

“Bank bsrhak untuk mengurangi jumlaeh kredit tersebut
setiap saat, semata-mata menurut pertimbangan BANK,
antara lain Kkarena keadaa DEBITUR sendiri, Rarena
perubahan nilai barang daminan aten karena keadaan
Likwiditas BANK, dan sebagainya”.

Klausula baku ini bertentangan dengan kesepakatan para
pihak dimana bank telah menentukan berapa Jjumlah
fasilitas Kkredit vyang 2kan diberikan berdasarkan
analisa kredit yang telah dilakunkannya, hal terszbut
dapat diartikan bahwa bhank menolak penyerahan jasa yang
telah terikat dalam kesepakatan vang dituangkan dalam
suaty perjanjian yang sah menurut ketentuan uvndang-

undang. Menurut ketentuan UU Ne.8/199% klausulaz baku

UU. Ne. 8 Tahun 1889, op. git. ps. 1§ ayat 1 butiz a.
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¢
yang demikian tidak dapat dibenarkan dan menyebutkan

bahwa dilarang klasula baku yang memuat menyatakan
bahwa pelaku usaha berhak menoclak penyerahan kembalil
barang yang telah dibeli konsumen.® Secara analogi
dapat diartikan bahwa bank dengan itikad baik telah
mengikatkan diri untuk berjanii memberikan sejumlah
kredit maks  lazim  dan  patutlah semestinya bank
hertanggung Jawabk untuk mengadakan sejumlah kredit
tersebut. MNamun dengan poertimbangan kemungkinan adanya
kesulitan perbankan ¢i kemudian hari dan kesuvlitan itu
terjadi sebelum fasilitag kredit direalisasi sepenuhnya
maka untuk keseimbangan antara kepentingan debitar éan
bank dimangkikan adanya klausula baku  yvang menust
sebagal berikut :

“BANK sewaktu-waktu dapat menghentikan jumlah penarikan
fasiiitas kredit, dan penghentian terlebih dahulu

diberitahukan tertulis kepatda DEBITUR dengan alasan

 UU. No. 8 Tabun 1999, op. cit. ps. 8 ayat 1 burir c, berbunyi
sebagal berikot: “Pelszku uszha dalam mepawarkan barang dan/stau jasa
yang ditujukan untuk diperdagangkan, dilarang membuat atau merncantumkan
kiausula baky pada setisp dokumen danfatau  perjeniian  apabila
monyataksan pengalihan tenggung dawab pelaku usaha,
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tanpa kscuoali dikzrenakan perkembangan moneter yang
dapat dibuktikan mengakibatkan likwiditas BANK tersebut
menurun”.

Dengan adanya pemberitahuan secara tertulis dari bank
diharapkan adanya pertimbangan asas keselimbangan dimana
debitur dapat mengendalikan kelanjutan usahanya dap
diharapkan debitor juga depat mengerti kesulitan bank

pada kondisil demikian.

“DEBITOR dengan ini berianii, akan tunduk kepada segala
ketentuan~ketentuan dan xebiasaan~kebiasaan yang
beralke pada BANK, baik yang berlaku sekarang maupun
vang berlaku di kemudian hari”™.

Kiausula baku ini menurut penunlis sangat luas dan tidak
seimbang dimana kank  borusaha untuk  memenangkan
posisinya untuk mencari ketentuan - yang lebih
menguntungkan bagi kepentingannya. Hal ini dapat
dikaitkan dengan klausula baku vang dinaksud dalam
butir 1 tersebut di atas bahwa kenaikkan tingkat suku
bunga secara tangan besi akan diberlakukan bank terjadi
karena peérubahan tingkat suku bunga bank sangat

fluktvatif. Secara hukum klausula ini dinilai sangat
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tidak seimbang dan terbuka untuk ketentian yvang mungkir:
merugikan debitur namun mengingat bank terikat dengan
ketentuan-ketentuan pemerintah yang tidak terlepas dari
kepentingan perlindungan terhadap debitur maka klausula
tersebut tetap dapat dicantumkan dengan menambahkan
persyaratan bahwa bank dan debitur secara bersama-sama
tunduk kepada peraturan vang akan ada dikemudian hari
vang berkaitan dengan perianiian kredit; dengan
demikisn texlihat adanya kesimbangan berlakunya suatu
ketentuan «idak tCerbatas kepada debitur saja akan
Letapl Jjuga kepada bank dan dibatasi ketentuan yang
berlaku nantinya adalah ketentuan yang berkaitan dengan
syarat~syarat dalam perianjian kredit.

Klausula baku tersebut di atas telah dilarang dalam
perjanjian kregit untuk mencantumkan klausula vyang
manuat menyatakan tunduknya konsumen kepadas peraturan
yang berupa aturan baru, tambahan, laniutan dan/atau ‘
pengubahan lanijutan yang dibuat sepihak oleh pelaku
uzaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa vang
dibelinya. HNamun mengingat keterikatan bank dengan
pemerinrtah  secara Juridis dapat dibenarkan maka

klausula tersebut diusulkan menjadi sebagai berikut ™
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“BANK dan DEBITUR wajib {tundunk sepenuhnya kepada
segala ketentuan yang ditetapkan dan berlaku
sehubungan dengan syarat-svarat dalam Perjanjlan
Kredit ini”

Dengan demikian terlibhat adanvs suatu klausulsas
baku. yang dimungkinkan berlakunya ketentuan yang

akan ada bagl hank dan debitur.

Berdasarkan urailan-araisn tersebut di atas dapat
dilihat bahwa UU. No.8/1989 dalam rangka perlindungan
bagi debitur sebagai konsumen, diperliukan pengaturan
mengenai ketentuan perjaniian baku dan/atau
pencantuman klausulz baku dalam setisp dokumen atau
perjanjian yang dibuat g¢leh pelaky usaha. BSecarsa tegas
U0 No.8/1998 tidak memberikan cefinisi perijaniian baku,
tetapi merumuskaen klausula baku adalah setizp aturan
atau ketentuvan dan syarat~syarat vang telah
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara

sepihak oleh pelaku usaha yang dituvangkan dalam suatu
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dokumen dan/fatau perjanijian ydng mengikat dan waijib
dipenuhi oleh konsumen,®’

Hal tersebut berarti pada prinsipnya UU No.8/18%%9
tidak melarang pelaku usaha antuk membuat perjaniian baku
yang memuat klausula baku atau setiap dokumen ‘dan/atau
perjaniian transaksi wusaha perdagangan dan/atau jasa,
sepaniang perjaniian baku danfatau klauwsula baku tersebut
tidak mencantumkan ketentuan kzausﬁia sebagaimana <dilarang
dalam UU No.B/1%99% bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan
kiausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau
tidak dapat dibaca secara jelas, ztawn yvang pengunglapannys
sulit dimengerti.®® Dalam hal ini pembentuk undang-undang
tidak memberikan parameter vyang delas mengenai Jletak,
ukuran huruf, pengungkapan aalam pencantuman klausula baku
yvang delas bagi keonsumen, nprdahal  sanksi atas  tidak

ditaatinya ketentuan ini sangat berat vyakni dapat

¥ UU. No. § Tahun 1999, op. cit. ps. 1 angka 10.

“ U, No. 8 Tahun 1999, op. cit. ps. 18 angka Z.
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menyebabkan perjanjian vang mencantumkan klausula bakuy
dalam bentuk tersebut akan menjadi batal demi hukum.™
Bank~Bank dalam menghadapi adanya UU No.B/183%S% ini
semestinya menanggapl secara serius mengingat konsekwensi
akibat dari pelanggaran pencantuman klausula baku yang
dimaksudkan oleh undang-undang tersebut adalah batal demi
hukum parijaniian kredit tersebut. Satu dan lain dikemudian
hari apabila terjadi penyelesaian hukum antara debitur dan
bank, hakim akan berpedoman pads undang-undang yang berlaku
tentunya secara fakta dan juridis bank akan dirugikan.
Dalam penielasan U0 No.8/199% disebutkan bahwa
piranti hukum melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk
mematikan  uszaha para pelaku usaha, tetapi justru
sebaliknya, ssbab perlindungan koensumen bisa mendorong
iklim berusaha yang sehat, serta lainnys perusahaan vyang
tangguh dalam  menghadapi persaingan melalui  penyediaan

barang dan/atau jasa vyang berkualitas; dan pengeriian

Perlindungan Konsumen menurut UU no.8/1599 adalah segala

¥ pu. Mo. B Tahun 1599, op. cit. ps. 18 angka 3.
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i
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan

perlindungan kepada konsumen.®®

Dalam rangka mencapal asas manfaat, keadilan,
keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta
kepastian hukum maka secara tegas dinyatakan kalusula baku
yang tidak dibuat sesuai dengan dimaksud dalam UU No.8/1899
akan m@ng&kib&t?an perjanjian tersebut batal deml hukum.
?enei&pan sanksl ini harus benar-benar hati-hati karena
adanya kemungkinan perbedaan penafsiran antara Konsumen
dan pelaku uvsaha mengenal isi suatu klausula baku sehingga
jangan  sanpal  ketentuvan ini  Jjustru memberikan  peluang
kepada nasabah vyang beritikad buruk untuk membatalkan
perjaniian baku yang telah ditandatanganinya.

Dengan diberxlakukannya UY Ma.8f1§99, bank sebagail
pelaku usaha akan lebih dituntut untuk sscara lebih jelas
memberikan informasi kepada calon nasabahnya baik itu
Nasabah Penyimpan ataupun Nagabah Debitur yang berkaitan
dengan jasa produk sepexti simpanan ataupun Iasilitas

kredit .

“® QY. No. 8 Tahun 1999, op. cit. ps. 1 angka 1.
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Secara  hirarki  perundang-undangan, ou  No.8/199
mempunyai posisi kuat untvk mengendalikan kegiatan usaha
jasa termasuk jasa perbankan. Kegiatan usaha bank vyang
dijalankan sebelum adanya UU No,.8/199 dalam membuat
perjaniian kredit berpedoman pada syarat-gyarat sahnya
suatu perjaniian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320
Kitab Undanyg-undang Hukum Perdata™ dan asas i;ebebas_an
berkontrak pada pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata.” Mengingat bank sebagal lembaga keuangan vang
dipercave oleh masyarakat maka seyogianya kepercayaan
tersebut harus dipelihara dan dilindungi. Dengan spirit
untuk mencapai kepastian hukum dan keamananan sebenarnya UU
No.8/7199% akan membawa dampak positif terhadap pelaku usaha
perbankan, karena nasababh akan lebih merasa aman, nyaman
serta dilindongl dJdengan undang-undang. Pada masa sebelum
adanya UU $No.8/1%93% secara umum masvarakat cenderung

beranggapan bahwa Dberurusan dengen bank dalam mendapat

¥ Kitab Undang~Undang Hukum Perdsta {Burgeliijk Wet-Boek), Loc.
cit, ps. 13240

¥ gitab Undang-Undang Hukum Perdata {Burqeliik Wet-Boskl, loc.
¢it, ps. 1338
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fasilitas kredit telab berpikiraﬁ negatif karena pada
kenyataan bak selalu menang dan mempergunakan pasal-pasal
tong sampahnya untuk mengikat debitur seperti disvaratkan
dalam perianjian kredit bahwa debitur tunduk kepada aturan
yvang ada dikemudian hari.

Dengan adanya jaminen dari U0 No.B8/1983 tersebut,
Nasabah Debitur leblh dapal mempercavakan usahanya dengan
mandapatkan modal dari bank karenz bank sebagail pelaku
usaha berupaya mengambil tindakan yang bersifat negosiasi
dengan calon debiturnya sedangkan Nasabah Penyimpan akan
lebih tenteram menyimpan dananya dalam bank.

bampak positif bagi pihak perbankan dalam menghadapi
00 Ne.8/188¢ tentunya bukan hanya persizpannya untuk
meniniau kemball formuliy perjanjian kredit ataupun dokunmen
standar untuk keperluan produk bank lainnva yarsg telah
dibuat menjadi perjaniian baku dalam menghadapi calon
debitur setelah adanya UU No.8/1899, akan §etapi upaya-
upaya uncik penyesuaian UU No.8/1%882 terhadap dokumentasi
perijanjian kredit vyang telah dibuat sebelum adanva UU

No.8/1899,
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Fokus peninjauan tefhadap formulir vyang dibakukan
oleh bank terssbut berkenaan 2 {dua} hal pokok vyaitu
sebagal berikut
1. Keterbukaan informasi

Dalam hal keterbukaan dnformasi, yaitu menetapkan
bahwa merupakan kewajibzn pelaku usahzs untuk memberikan
informasi vang benar, ielas dan juiur mengensi kondisi
dan/ atau jasa serts mempberi penielasan pPROGHUNAAED,
perbaikan dan pemeliharaan.®® Dengan demikian terdapat
kewajiban bagi bank untuk memberikan informasi secara
lengkap dan selayaknya kepadz nasabah mengenal svarat-
syarat dan kondisi dalam dokumen dan/atau perjanjian

yang dibuat.

2. Larangan pencantuman klausula baku
Rerkenaan dengen Ketentuan mengenal kisusula baku, UU

No.8/1989 memberi babtasan bahwa tidakx semusa klausula

** DU, ¥We. 8 Tahun 1999, loc. Cit, ps. 7 butir b.
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bakae dilarang untuk dicantumkan dalam perianjian, vakni
sepanijang menenuhl hal-hal sebagal berikub =
a. secara material klausula vang bersangkutan tidak
mengandung syarat-syarat dan kondisi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 UU No.8/199%; atau
b. secara prosedural klausula harus memenuhil pesyaratan
dalam pasal 18 ayat 2 UU No.8/1989%. |
Dengan berpedeoman hal tersebut di atas, terhadap
perjaniian vang felah dibuat terdahulu dispayakan untuk
disesuaikan dengan menbuat perijanjian taasbahan yang
mengubah pasal-paszal vyvang berkaltan dengan pasal 18
ayat 1 dan 2 UU No.B8/19%9. Namun mengingat debitur
sangat_ sulit mengerti tentang hal tersebut karsna
kondisi perekonomian saat inid dapat dikategorikan tidak
terjadi pergolakan (sebagai contoh bunga masih ﬁta%il}
padahal apablla texijadi kebijakan moneter yang
mengakibatkan [luktasasi tingkat suku bunga menjadi
naik maka debitur akan berpedoman pada UU No.8/199¢
maka dalam hal inl diperlukan upava bank untuk
memberikan penerangan dan  informasi mengenal darpak
dari suatu perjaniian yahg bersifat konsensius dapat

merugikan debitur sendizi. Dengan demikian semestinya
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terhadap pexjanjiaﬁ kredit vang telah dibuat sebelum
diberlakukannya Uy No.8/195%9 giupayakan untuk
disesuvaikan supaya di kemudian hari tidak dimungkinkan
untuk pembzlaan konsumen yang menyaﬁakan‘ éérjanﬁian
tersebut dapat dinysatakan batal c{&mi hokum sehingga

merugikan bank ity sendiri.
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BAB TIXIX

DERUTIP

A, Kesimpulan

Sebagaimana telah diuraikan bahwa huoungan antara
bank dan debitur nerupakan hubungan bersifat konsensius
atau suatyu kesepakatan yang mengikat secara sah  dan
berasaskan kebebasan berkontrak dengan dilandasi prinsip
kehati~hatian oleh bank vyang dilatar belakangi dengan
kebutuhan dane calon debitur untuk membiayal proveknya bailk
sebagal investasi ataupun modal kerja make debitur tidek
mempunyai pilihan  lain dan tidak melakukan negosiasi
mengenai syarat yang telah dibakukan dalam perianiian yang
ditandatanganinva. Berkenaan dengan aﬁaliﬁis pentulis pada
babh  sebelumnya, penulisa mengambil Kesimpulan  sebagail
berikut :
1. S8tandar bake {standart feorm) perianiian kredit vyang

memuat klausula sebagaimana contoh yang kami uraikan
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tersebut di atas tidak dapat dibenarkan psnggunaannya
mengingat klasula tersebut tidak vyang berasaskan
manfaat, keadilan, keseimbangan, keamaar dan
keselamatan debitur sebagail kensaéanl serta kepastian
hukum vyang antara lain bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran, Kkemsmpuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri atauw menumbuhkan kesadaran pelaku usaha
mengenal  pentingnya perlindungan keonsumen sehingga
tumbuh sikap vang jz.zjiéz: dan bertanggung Jawab dalam
berusaha;
Bank sebagal lembaga keuangan yang harus tetap menjaga
nilai kepercayaan masyarakat vyang cdiberikan kepadanya
haruslah menvesuaikan 3yan§t suatu  klausula baku
sebagaimana dimaksud dalam pasaz. 18 ayat 3 UU
No.8/18%3. Palam bhal mengakomodir ketentuan klausula
baku vyang diatur dalam DU Ng.8/1999 terssbut bank -
bank berupaya sebagai berikut
a. untuk mensosialisasikan ketentuan  klausuzla baku
tersebut dengan mereview dan mengkaji ulang dokumen -~

dokumen perkreditan yang terkait dengan kepentingan

nasabahaya;
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b. memberikan penjelasan kepada pada nasabah bank
terutama Nasabah Debitur yang telsh ada sebelum
adanya UU No.8/1999 untuk melakukan perubahan pada
pasal-pasal vang memuat klausula bake yang tidak
dibgnarkan oleh UU Bo.8/1938 dengan' menandatangandi
addendumn dari perjaniian kredit yang telah
ditandatangani;

¢. memperlakuekan  klausula bakus menurut ketentuan UU
No.B/15%3 dalam standert form perjanjian  kredit
untuk  penandatangan perjaniian kredit satelah

diberlakukannya UU No.B/1999.

2. Baran

&. Mengingat secara tegas dalam Penjelasan pasal § ayat
Z2 buhir a 00U Mo,10/18%8 direntukan bahwa pemberian
kredit atau pembilayvaan berdasarkan Prinsip Svariah
dibuat dalam  bentuk : perianiian tertulis, maka
perjaniian kredit untuk keperivan perbankan hendaknya
dibuatkan suatu acuvan standar syarat-syarat yang akan
dibuat dengan memuat syarat-syarat sebaéai berikut
&.1. syarat tetap vyang tidak dapat berubah karena

tunduk kepada undang—undang dalam
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pelaksanaannya, contohniva pasal mengenali
kelalaian debitur akan menimbulkan hak bank
menghentikan fasilitas kredit ataupon melakukan
eksekusi atas agunan;

a.2. syarat tidak tetap vyaitu syarat yang dapat
diubah séwaktuwwaktu, contohnya  penbebanan
tingkat suku bunga sebagaimana penulis uraikan
dalam bab II tersebut di atas sangatlab
memerliukan penerapan U No.8/1999;

Dengan adanya bentuk  perijanjian kredit: vang
ditvangkan melalui undang-undang tentunya diharapkan
adanya suatu kepastian hukum dari pengertisn suatu
perjanjian khusus yang mempunyai ciri khas tersendiri
sehingga pihak yang berkep;ntingan dikemudian hari
teriindung dengan  asas  keamanan, ksadiian dan
kepastian hukum,

. Becara umum dapat‘diiihat iasa perbankan memeriukan

kepercayaan masyarakat maka perlu kiranya dibuatkan

secarg Khusus peraturan dari pihak yang berwvenang
yang berkaitan dengan produk jasa bank yang akan
melindungli kepsntingan para nasabahnya baik untuk

Nasabah Debitur atau WNasabash Penyimpan yang akan
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H

melakukan transaksi dengan berbagai jaringan saat ini
diperlukan perlindungan atas transaksi dana-dana yang
tersimpan karena dana yang tersimpan tersebut akan

disalurkan untuk kebutuhan pemberian kredit.
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yeng hans Chayar, Denda mana haryg dibayer zecaca sekaligus da;\ gt bersarzzaan engan angsuren yang lenangga.

Pasai b
KELALAIAR

&&eﬁysmpaﬁg dart ape yong entukan dalam pasal 4.1 1eesebul digtas, BANK bk sowakdpwaliiu mengheniias dan memotiskan
peqan;*’an keasidil ini Sangan senpampingEas Retentran pasal 1268 can 1BY Kiab Undaog-tindang Hukum  Ferdain, sePimgoa
tnfak tioorfukan sursl pambeitaivan [sorssl] alay seeat pedingaion jory S28 ates swrs lain vang serugs fu. Dalaess Bal doriie s
sehoab halgng  DEBITUR Yopade BANK  haresdibayne dengan sekesks dan sekafives, saly Jalar hai iodadi salab sstodas
kejauisn dibawah i ;

s

Bitamara DEGITUH sienguuenakan yang pinfaman tersebyl Mmeayimpang dad iujuae seaggunsaniya,

Bifamana DEBITUR lalsi atau gk mernenvhi syaral-gyarat iy keteftrwkewaiban-kewaiban yaus dimaksud dalampaa o
inf berikal geiizp prrounanganiperubahanpembabamannys gan afey petdanjian-pedaniian pengiutan iamingn, sedy gedfay
iminnya bk yang ik ady maospun vang aksn dibuzt SRemuodian hari,

BRiamana menueal porirdangan BANK keadaan keuangan DEBITUR, bonalivitas dan soivgbittasnys man&w sotemikips oo
sehingns PEMMTUES Hdak dapst membaysr Bulangaya gl

Bitamania BESITUA meninggral Gunda slau pemsahasnys ditlkeadl,

Bilgmgna DEBTUR  danvatan Ponismin menggigkan pgrmohongs pailil stas dinyalsian paill, menpajuizn pupucsoas
parbagsran  (sursesnse van  betlng) alay karena  jebsb apopun  Sdal berhak fagh lessh mengives dan mengaager
Rekayaunnya say dinyaizkan diswh dibawah pengasigears (CUraicizk Al tfkenakan fedeman ponjara

Blamana sebagian alav selundh hane Rekayaan DEBITUR danfatayu peaiamin digila,

Phamany bararg-barang sminan eniuk pemberan Kred ind muzsnah, bedwrasg nilaings stav disits phok jain bais scbagvsz‘ A
selurahinya awsy karena sasualy bl beeaskhiv hak panguasaaniys,

Bilamana perysiaatt-pernyatass, sural-suast, koletangaa kelrangan yang ibertan OERITUR kepsds BANK tarnyate sk e~

Pazal §
PEMERIKSAAN GLEH HANK

AANK berhak pada gotiap wokds momiata keleraogan yang diperiukgn aieh DARK xegada SEGITUR tenigng usalispemsat 35—
DESITUR,

Bank burhak pads setiap wokis mempsksa persbaiugan BEBITUA, netasy dan13paran labi s, pergintaan besang e -
poahedatan dan kelerangantdsis apapun g vang thannla datam angka keadit tersebut

AR FEaXAN 44
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Pawal 7
LAPORAM PERKEMBANGAN USAHA

REEHTUR diwafibhan s suones hokale yailu 3otiap hwiden menyeraldos laposgs ropngoni potkembangan ysabargs vanpdeaym
dengan kradilini dongae fidak mengurang: olerisen 5alved BANK berhas sowakig-wakly ris 3 Izpoan tersobal das ERT L1 il
rmgragnybinyi.

Pasat B
PEMBATASAN TINDAKAN DEMTUR

Tacges porsstupan leruks g BAMK. sefama keodit bodum Runps DEBITUR Gdak dignrkenankan vk o

2. Fenpdima kredil gad Bank s

& Mengikatkon din sebagal pestamin (borg} tedhadan pihak keligs.

z. - Muambeks cobmagipesaiian bans gisw vasha bary selain ugahs yang teioh ada.

. Marvbah bestukistaius hukum poeiusshaan, merbah angoaran dasyr purusabaan 2iau mesbab susunan genguasipomedan
saham perusabgn

Mombagkan gavigenkauniunganizba perusahasea,

Mamisdah wergankan perasshasn dalan benluk 3ips goengan 0Ime2 apapun ks kepeda pihak keiga.

~ o

Pasal g
NJAMINAN KHREDHT

Suna manjamin fuiaeg-tuiang DEBITUR kapsds BANK baik yang sz&a:ar:é tnlah ada sXaupun Yang kemygdian bt oloan acasmkar
diadakan, baik yang Grbut ordasaren seadi inl dan uthy seliap pervbiananipepanisnganipeninharepnnys korasban sl orang
sebab apapun uga, DEBITUR gungan isi menyerahkan kegags HANK barang fsmings bervpa !

Sy

Pagal 10
ASURANSE

1. Setmrakegdi vegehu disias belum fusas, inaka barang famingn b sebut haors dipedansggungken alzh DEBITUR terhadap babaya
kebakaran, kemsakan, kecuran ataw batiaes isinnya yang diznggag pedr oleh BANK pada mashopst asir aost yong disehjui oleh
BANK, uriuk jusmizh dan syaral-syarat yang dhanggap baik oleh BANYS dengan keterduan babes prami nssispnsi danbiaya lalnyarg
hedkenaan dengzn panulupan aswansi iersebut dipikal vieh DEBITUR gandalem pois ssuransi BANK diuaisk sebagai pihak yang
Bachak niuk mersiima sogals pembayarad berdasadkan aguranst o {Barker's Dhwse}

Kbepgeg unheic Kredil Pemikan Perturkan Fumah HFPR] disomping asurans! lorsebul distas DEBITUMN juga wafls mensug
asuansi B sejurnizh minimal sesuil deegan pmiatieedingy dangss mencamurmkan Bankers Clause dalam passeys.

2. Jumigh gang yano dietma oieh BANK s bagaf shibat reatisast olien asumest lersebul dislas akan diperhilungkaa deagan jumbsh
mtang DEBITR kapafa BANK, ’

3. BANK herhak geduk senigy dan mempeepanjing asurans prsehut diatas, saly 0an igin gtas biaya DEBITURA sendid yastu dangan
mendebet terening DEBITUR pada BANK, ’

AR AR 1
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Pasal 11 .
KUASA .
1. DEBITURA dengas int mambon kuazz kepada BANK - )
& wnaii mendobef das mesrnergunakan e yaeg 1eesimpan pads SAMK, bail dad rekeninpg/abunganiDaporde witk DERITHIE
gund pombaygran angsuran pokok piamandanbunga), provish denda, prem seEanst, Baya-Diayn &amen fa st
sesustwyang ledizang berkenaan dengan pesmbesan krpdil leracbut. .

b, uniuk dan aiss nama DEBITUR membuat dan menaasda-angani Akle Pengaiupn Hulang Morrdetdonanegaskan famdab ning
ihuigng secara nyalo pich DESTFUR Fra diperulan paluk marmenuhi pasal 224 Beglomen Indenpsia YVang Dipor s pioe
pagal #5E Reglaman Unluk Loar Jewa dan Madura, bordasarkan syoval syans das alemuna-keleiduan v dinopgys
alal BANK {solanhanyd disobul PENGAKUAN HUTANG).

2. Ebuses unluk Kredit PeasfiiRan Parbakan Fluimah (KPPR), Kredit Kengacaan Bermoler (KKB] gan Conlral Phs JE8:, GUET U
dengan inf meribyika R kuasa kapata BANK unluk sentranster alav dengan canm apapun manyerabkan finlah opng yang harasn’
dar Paaniian Kradit inf kapada Developer/DealesfPonial

3. PENGARUAN HUTANG mefipuil fumish hulang yang &torima DEBITUR ded BANK vang beswnya dilalanian berdasmt e
pambukuan BANK sehubungan dengan petjanian ini bedad peabahan dan alay pembahungmings gan maropalan o vy
sunpurea dan mengidat BEBITUR dihadapan semua Badan Peragiion dgimanapun jugs.

4, DEBITUR denganinl menyetsul dasmensahkan semua indakan-lirdskan BANK dan lidak skan meauoh)l atog seonggugat SAMK
dan membabaskan BANRK darf segala fuatutan dardatiae gegalan dart pibak manapun juga sehuiungan dengan pombogte dar
pelatisanpgas FEMGAKUAN FRITANG wrsebin dialss,

3 Kuasa-kupsa tersebul didas merugakan bagian yang pesting dar Gdok dagpat dipisabsain dod suia Pedangan bd, i’nn;} Hignk alme
gt tanpa adanys kuass Wrsebul dan olgh karana ity kupsa in tidek Janal dicabut dan tklak akan berakbi sarnna Sebab anapss
iuna glay Warens sebot-solab yang disiur datam pesal 1813 Kisb Uindann-Undang Hukum Perdala,

' Pasal 12
KETENTUAN BARK

DEBITUA denganinbedanf, skanlundukkepads segula ke lenivan-kelentupn dankebiassan-kebiassian yang beiakuparin BARK bay
yang heraky sekarang maupgn dikemudian Bag, i

Fasal 13
AHLE WARISIPENANGGLUING

Agabila DEGITUR meninggal gunig, maka semua lutac dan kevajivan DEEITUE kepada BANK yany bl bordnsarisan Bomsy
Kradi int butikol semua perubabnndambshanipaipaniinganoya kemexdizn dan sy Berdasakan dpapun fuga IDlhi merunaa ™ 2nl
regavan hulang datd parg ahl waris DEBITUR giae PENANGGLING {ika ada) yang Sdsk dibagi hagi.

Fasai 14
BlAY A

Semua bizys peaagihan diluar dea diupdapan hakim avipas ko Biava jur Silp gan Sava kuasa BANK uaiuk moeoaghh hedang su seita
biaya-tinya notaris dipid dan disayzs DEBITUR.

Fagal 15
ST

Meagenai Pasdanpas ini dan segaia #hibat sgrla pelaksanasnnya para pihak memiin tempat kedizensa bukum yang ums gas i 9
Kantor Paniterg Paagaditan Negens .. T PPUROPRY - | SR revrrimenene o GEMHREET deagan dok mangemng’
hak BANK unisk memahon pelaksanaanfoksehig dara perzan;zart ing atau mengaﬁ.ﬁcaa wadytan hykem terhadap DI:Bi?UH taglghs

Pangadian-Pengadian Negard Iainnya dalae wilayzh Repubiik indongsix.

£

OEBITUR . PT Bank Central Asia
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Nomaor

Nomor Rekening @ oo iivinneveeiimne
i

PERJANJIAN KREDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

iL

Bu M e LR AAS AdrIIN e 3wy

------------- L R R N L L L T R S L T ]
e tevus et b B o5 8.5 ccscscns oeboshHo v aranarreeeaen
e v e sacrae s N . . oA AT
dalain hal ini indak dal kan
alain had 1 bertin aiam UG et 1114 ) R
AW L TTINNNNE A A r G s L I I R N R I I I R R N I A I I BT R R I N ) NV VNHREARLELEbar.d3ax
dari PT BANK CENTRAIL ASIA Tbk., K.
iA o READLOT el ‘e by . . T
e aaaa e,

EEE R RFEERE RERE FEEEEE I IR P P N TN BikbAsb AR A R R MW B e nE FF R e L

oleh karena itu berbak bertindak untuk dan atas nama FT BANK CEI‘%’I’R&L ASIA Tbk.,

berkedudukan di Jakarta;
-selanjutnya disebut “BCA”.

L 3 EREE R FEF R WY (RN ETEEEEEEE S FA R Y A maa AR ARE RS ER R TN R ) AFFFF I A phndda LN KPP AR P B AL FF RS VRAMIETH 3w
swasts, bertemnpat tmeggal di ... .. . .. oL .

.
ccronnanes RN BN N . K B . P Y oA o ...
- E R IR Frntbtrr s s e i il e rcrrcE = AAAAAUEE T I IYFEER R R txEELITI IR ETCE RE AAh AR HA I CETTT oA LU R Y +rr 3 T

R R R I I TR e S R P

R R R L Y] macEErErcuwys wana

renemannrennn i
orpat 1 d

swasta, bertompt tinggal i .ovviiiioinn iiciciiimmrrauvaves s ciicaane s av e araan b aa s

Ty v RN g A W e T Ko v v et aans

dalam hal ini bertindak ;

- untuk diri sendirg;

- dalam kedudekan sCIAKU vvvueii v e vt ... rreecenn .
dari dan oleh karena ttu berbak bertindak unfulc dan 28 NEMIA .. oeeevvvrivnicianeeeaarronnns

MY Y MRt R T YT LI E S AR E Y WEvERERE LRI xx P T T T I e ¥¥AamMmVddaEEERTE S FFPAEALFAIE AR RN U pTEEEE EE YT LT

berkeaizzéakan di e ol R B oo YARE mmk; melaknkan
tindskan hukum  berikut d1 bawah Ini telsh mendapat persetujuan dari

------------- T R RN R P R R AN TR E R I N KK RAA LB uu b b A AA R R AN P T ur b SRR d RARNA AR P P A PSRV ANV a IR A LA RRAREATF2TaT

~ yang turut menandatangani Peganjian Kredit;
- sebagaimana ternyata dalam ........... cevvmrereraannns
tangpal o)
-selanjutnya disebut "DEBITOR™.
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BCA dan DEBITOR dengan ini telsh bersepakat untuk membuat Perjanjian Kredit dengan syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai benikut ¢

Pasal i
DEFINISY

Untuk keperluan Perjanftan Kredit, istilah-istilah di bawsh ini mempunyai arti sebapaimana
dieraikan berikut di bawak ind

“Agunan” berarti barang dan atau hak yang diseralikan olch DEBITOR maupun oleh pihak lain
kepada BCA yang digunakan untuk  menjamin pembayaran kembali dengan teriib dan
scbagaimana mestinya Hutang yang karena scbab apapun juge terhutang dan wajib dibayar olch
DEBITOR kepadz BOUA berdasarkan Perjanjian Kredit,

“Batas Waktu Penartkan dan atau Penggrinaan Fasilitas Kredit” berarti periode penarikan dan atau
penggunaan  Fasilitas Kredit yang difjinkan oleh BCA kepada DEBITOR.

“Dokumen Agunan” berarti dokumen pengikatan atas Agunan, baik ysng dibuat secara notariil
maupun dibawah tangan,

“Fasilitas Kredit” berarti fasilitas {~fasilitas) kredit yang disetujui oleh BCA vntuk diberikan
kepada DEBITOR. sehagpimana divraiken dalam pasal 2 Perjanjian Kredit berdasarkan syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan Perjaniian Kredit,

“Hari Kerja” berarti han padz wakm kantor BCA setempat dibuka dan menyelenggarakan
pelayanan umuin,

“Hatang”™ berarti semua jumlah uang yang terhutang oleh DEBITOR pada suatu waktus kepada
BCA berdasarkan Perjanjian Kredit, yang meliputi jumlah pokek, bunga, provisi, denda, biayadan
atau kewajiban-kewajiban lain berdasarkan Perjanjian Kredit.

“Kejadian Kelalalan” besasti setiap kejedion-kejadizn sebagainaana dimasksud dalam pasal 14
Perjanjian Kredit, o
“Lampiran” berarti laropiran-lampiran yang dilekatkan dan merupakan satu kesatuan sertia menjadi

bagian yang tidak terpisshkan dari Perjanjian Kredit, yang berisi antara lain cara penarikan dan
atau penggunaan serta ketentuan-ketentuan khusus untuk setiap Fasilitas Kredit.

“Perjanjian Kredit” bemrti perjanjian ini berikut segenap perpanjangan, pemgubahan dan ataw
penambahannya.

“Penjamin” berarti pihak lain yang mengikatkan diri, guna kepentingan BCA, untuk menanggung
pemenuhan pembayaran kembali dengan tertib dap schagaimana mestinya Huteng  manakala
DEBITOR lalai memennhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit.

*Tanggal Pembayaran Bunga”™ berarti tanggal dimana DEBITOR wajib melakukan pembayaran
bunga sebagaimana ditestukan lebib lanjut dalam pasal 4.2 Pegjanjian Kredit.
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Pasal 2 )
FJUMLAH DAN TUJUAN PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT

2.1, Dengan mengindabkan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredil, BCA menyetujur untuk
memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITOR yang terdiri dari

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.  DEBITOR dengan ini telah menyetujii jumlbah pemberian Fasilitas Kredit tersebuL

23.  Fasilitas Kredit tersebut akan dipergunakan untul .......oovveerscoins e csnennee e |

......................................................................................................

DEBITOR bertanggung jawsb mengenal kebenaran atag penggunaan Fasilitas Kredit
tersebut,

Pasal 3
BATAS WAXKTU PENARIKAN DAN ATAU PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT

3.1 Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peganjian Kredit, Batas Waktu
Fenarikan dan atau Pesggunaan Fasilitas Kredit ditentikan sebagai berikut

................................................................................................................

........................................................................................................

3.2.  Sctelah Batas Waktu Penarikan dan ztau Penggunasn Fasilitas Kredit sebagaimana
diuratkan dalam pasal 3.1 berakhir, BCA tidak mempunyat kewajiban lagi untuk
memberikan Fasilitag Kredit kepada DEBITOR.

Pasal 4
BUNGA DAN PROVISI

4.1, DEBITOR wajib membayar bunga sebesar

..............................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2. Perhitungan bunga dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam
pulnh) hari dalam setahun dan wajib dibayer lmnas kepada BCA pada Tanggal Pembayaran
Bunga, vaitu :

...........................................................................................................

dengan cara mendebet rekening DEBITOR yang ada pada BCA atau dengan cara lain yang
disepakati olch para pihiak, dengan ketentuan bahwa Tanggal Pembayaran Bunga tidak
boleh melampaut tangpal dimana Fasilitas Kredit wajib dibayar.
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4.3,

44.

4.5,

4.6.

47

4.8,

Besarnya suku  bunga tersebut dapat ditinjau kembali oleh BCA pada setiap saat sesvai
dengan perkembangan moneter.

Perubahan besamya suku: bunga akan diberitahukan secara tertulis oleh BOA kepada
DEBITOR dan berlaku efektifl pada tanggal sebagaimana yang tercantum dalam surat
pemberitahuan tersebut. Surat pemberitahuan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian

yang tidak ferpisahkan dari Perjanjian Kredit,

Atas pemberian Fasilitas Kredit, DEBITOR waiib membayar provisi kepada BCA sebesar ;

............................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provisi tersebut wajib dibayar pada tanggal yaog sama dengan tangpgal penandatanganan
Perjanjian Kredit atau tanggal lafn yang disctujui oleh BCA, dan selanjutnya pada saat
penandatanganan  Pervbahan Perjanjisn Kredit mengenai perpanjangan dan atau
penambahan Fasilitas Kredit tersebut,

Pembayaran provisi tersebut dapat dilakukan dengan cara mendebet rekening DEBITOR
yang ada pada BCA atau dengan cara Iain yang disepakati olch para pihak.

Untuk melaksanskan pendebetan atas rekening tersebut, DEBITOR membert kuasa kepada
BCA sehagaimana diuraikan dalam pasal 19.1 Perjaniian Kredit.

Apabila Tanggal Pembayaran Bunga dan atau tanggal pembayaran provisi jatuh pada hari
yang bukan merupakan Hard Kerja maks pembayaran bunga dan atan provisi wajlb
dilakukan oieh DEBITOR pada Hari Kerja sebelamnya,

‘Apabila Periaujian Kredit telah ditandatangani namun Fasilitas Kredit tidak dipergunakan

oleh DEBITOR atau Hutang menjadi jatuf waktu karena sebab yang tereantum dalam pasal
143 Perjanjian Kredit atau teriadi kejadian sebagaimana diuraikan dalam pasal 183
Perjanjian Kredit maka BCA tidak berkewajiban untuk mengembalikan kepada DEBITOR
provist yang telah dibayarkan DEBITOR kepada BCA,

Pasal 3
PEMBUKTIAN HUTANG

Pembulcuan dan catatan-catatan yang telah dibuat oleh BCA mermpakan bukti yang fengkap dan
sempurna mengenai Hutang dan bukti terscbut akan mengikat DEBITOR, kecuali apabila dapat

dibuktikan sebaiitknya,

Pasal &

SYARAT-SYARAT PENARIKAN DAN ATAU PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT

6.1.

Penarikan dan atau penggunsan Fasilitas Kredit dapat dilakukan oleh DEBITOR pads
setiap Hari Kera apabila DEBITOR telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
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6.2.

7.1,

12

1.3,

8.1

a. DEBITOR dan atas pembéri Agunan telah menandatangani Dokumen Agunan, dan atau
Penjamin telah menandatangani akta pengikatan atas jaminan pribadi dan atau jaminan
perusahaan (selanjutaya discbut “Akta Pemberian Jaminan™) dalar bentuk dan isi yang
dapat diterima olech BCA.

b. DEBITOR telah menyerabikan kepada BCA :
~ dokumen-dokumen asli kepemilikan Agunan;
-« fotokopr sesuai ashi anggaran dasar DEBITOR dan atau pcmbm Agunan dan atau
Penjamin berikut perubahan-perubahannya (apabila DEBITOR berbentuk badan); dan
- dokumen-dokumnen lain yang diperlukan oleh BCA seperti Nomor Pokok Wajib
Pajak, Tanda Dafiar Perusahaan, surat ijin usaha.

¢. Tidak ada Kejadian Kelalaian yang berlangsung atau suatu kejadizn yang memberi
akibat timbulnya Kejadian Kelalaian atau suatu kejadian yang dengan dilakukaanya
pembentatian atau lewataya waktu atau kedua-duanya akan merupakan suatu Kejadian
Kelalaian,

d. Hal-hal yang dinystakan dalam Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11
Perjaniian Kredit adalah benar,

Mazgenuhi  ketentuan-ketentuan khusus mengenai Cara Penarikan dan afau Cara
Penggunasn bagi Fasilitas Kredit tertenfu sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran,

Pasal 7
PEMBAYARAN HUTANG

Pembayaran Hutang waifb dilakukan oleh DEBITOR dalam mata uang yang sama dengan
Fasilitas Kredit yang diperoleh dan harus sudah efektif ditenims olch BCA melalui kantor
cabangnys G JAIAN e s ertaanarens , selambat-lambatnya
pukul 11.00 {sebelas) wakp: setempat ;

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

...........................................................................................................

Apubila tanggal pembayaran Hutang jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kegju
maka pembayaran tersebut wajib dilakukan oleh DEBITOR pada Hari Kerja sebelumaya.

Pernbayaran Hutang yang diterima oleh BCA setelah pukul 11.00 (sebelas) waktu setempat
dianggap diterima oleh BCA pada Hari Kerja berikutnya.

Pasal 8
DENDA

Dalam hal DEBITOR lalai melakukan pembayaran Hutang karena sebab apapun pada
tanggal jatuh waktunya maka DEBITOR wajib membayar denda atas jumlah yang lalal
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dibayar fu terhitung sejak tanggal jumish tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut
dibayar seluruhnya SEDESAT .ottt e e e raa e e a s

......................................................................................................

8.2, Perhitungan denda tersebut dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus
enam puluh) hard dalam setghun,

Pasal 9
AGUNAN DAN ATAU JAMINAN

Untuk lebih menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya
Hutang, DEBITOR dan atau pemberi Agunan dan atau Penjamnin dengan ini menyerahkan Agunan
dan atau jaminan pribadi dan atau jaminan perusahaan sebagai berikut

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasal 16
ASURANSI

10.1. Belama DEBITOR belum membayar lunas Hutang atau Baias Wakfu Penarikan dan atau
Penggunaan Fasilites Kredit belum berakhir maka Agunan yang menurmt sifainya dapat
diasuransikan wajib diasuransikan oleh DEBITOR terhadap bahaya kebakaran, kerusakcan,
kecurien atay babaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh BCA, pada perusahaasn
asuransi yang disetzjui oleh BCA, untuk jumlah dan syarat-gyarat yang dianggap baik oleh
BCA, dengan ketentuan bahwa premi asuransi dan biaya lain yang berkepaan dengan
penutupan asuransi tersebut wajib ditanggung olel DEBITOR dan 4i dalam polis, BCA
ditunjuk sebagal pihak yang berbak umtuk menperima segala pembayaran berdasarkan
asuranst 1t {(Banker s Clause).

-Dalam bal DEBITOR lalai mengasuransikan Agunan dan atau memperpanjang asueansi
maka dengan ini DEBITOR memberi kuasa kepada BCA, tanpa BCA berkewahivan untuk
melaksanakannya, untuk meagasuransikan Agunan dan azlau memperpanjang asuransi
tersebut atas biaya DEBITOR,

10.2.  Jumlah vang yang diterima oleh BCA sebagai akibat dari pembayaran asuvansi fersebut di
atas diperhitungkan dengan Hulang,

Pasal 11
PERNYATAAN

DEBITOR dengan ini menyatakan dan menjamin BCA meagenal kebenaran hal-hal sebagai
berikut :

2. DEBITOR memiliki ijin-fjin yang disyaratkan watuk menjalankan usaba-usaha DEBITOR
scbagaimana mestinya dan dengan ini begjanii untuk memperpanjang atau memperbaharut ijin-

Klausula Baku..., Sri Buena Brahmana, FH Ul, 2002



g,

ijin tersebut bilamana telah babis masa berlakunya apabita hal yang demikian disyaratkan oleh
peraturan yang berlalu.

Tidak ada suatu perkara perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara
pidana atau sengketa vang sedang berlangsung yang mengancam atau dapat menimbulkan
akibat terhadap DEBITOR atau harta kekayaan DEBITOR, sehingga mempengaruhi keadaar
kewangan atau usaha-usaha DEBITOR atau dapat mengganggu kemampuan DEBITOR untuk
miclaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjaniian Kredit,

Semua dokumen, data dan keterangan vang telah diberikan oleh DEBITOR kepada BCA adalah
benar dan tidak ada dokumen, data dan keterangan lain yang tidak diberitahukan cleh
DEBITOR wang apabila diberikan atan dibertahukan oleh DEBITOR kepada BCA dapat
mempengarhi keputusan BCA dalam pemberian Fasilitas Kredit,

Pasal 12
HAL-HAL YANG WAJIR DILAKSANAKAN DEBITOR

DEBITOR wajib, kecuali bilamana BCA melepaskan ketentuan itu secarz terfulis uniuk

a.

mentaati semua pndang-undang, peraluran pemerintah, kebifakan pemerintah, petunjuk atay
instruks! dari pemerintah yang berlaku terhadap DEBITOR;

sepera memberitabukan kepada BCA fentang adanya semus perkara yang menyangkut
DEBITOR, baik perdata, tata usaha negara, mntutan pajak, penyidikan maupun peckara pidana
vang akan mempengaruhi usasha maopun harta kekayran DEBITOR;

segera membentahukan kepada BCA secara tertulis setiap tegjadi perubzhan anggaran dasar
serta perubahan susunan Direksi, Komissris dan atau pezmgang saham DEBITOR {apabila

DEBITOR berbentuk badan};

membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta
pelaksansan  ketentuan-ketentuan  Perjanjian  Kredit meskipun  Fasilicas  Eredit  tidak
dipergunakan dan atau Perfanjian Kredit dibatalkan;

memberikan segala keteranigan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian
Fasilitas Kredit; .

memnpertahankan Hak atas Kekayaan Intelekiual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang
telah mau akan diniliki oleh DERITOR;

menyerahkan Japoran keuangan setiap ... SO thulan, dalam hal Fasilitag
Kredit yang diberikan olel BCA kepada DEBITOR dalam jumiah yang sama atau lebih dari Rp
......................................... (PO U R

........................................................................ ) atau niiai yang sefara dalam mata
uang lainnya dan Fasilitas Kredit yang diberikan tidak dijamin seluruhnya dengan produk dana
BCA.
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Pasal {2
HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKSANAKAN DERITOR

Selama DEBITOR belum membayar lunas Hutang atsu Batas Waktu Penarikan dan atau
Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, DEBITQR tidak diperkenankan untuk melakukan hal-
hai berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahuly dari BCA

a. memperoleh pinjaman vangfkredit baru dari pihak lain den atau mengikatkan dirl scbagai
penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan rama apapun  juga dan aiau mengagunkan
harta kekayauan DEBITOR;

b. meminjarnkan uvang, fermasuk tetapi tidak terbatas kepada perusshaan afiliasinya, kecuali
dalam rangka menjalankan usaha sehari-hati;

¢. apabila DEBITOR berbentuk badan :

(i)

melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran;

(i1} mengubah sistus kelembagaan.

i4.1.

Pasal 14
KEJADIAN KELALAIAN

Kejadian Kelalaian timbul apabila terjadi satu atau lebik dari kejadisn-kejadian tersebur &
bawah ini

&

kelalaian DEBITOR. untuk membayar Hutang paéa waktu dan dengan cara schapaimana
ditentukan dalam Peganjian Kredig

DEBITOR lalai atau tidak memennhi syarat-syarat afau ketentuap-ketentran yang
dinaksud dalam pasal 12 dan pasal [3 atsu ketepfuan-ketentwan lainnya dalam
Perjaniian Kredit serta perjanjian lainnys sehubungan dengan Perjaniian Kredit, baik
yang teish ada muupun yang akan dibuat dikemudian han,

pemben Agunan dan atau Penjamin melalaikan kewajibannya berdasarkan Dokumen
Agurian dan atau Akia Pemberian Janinan,

pihak lain yang hutangnya dijamin dengen agunan dan atau jeminan pribadi dan atau
jaminan perusahiaan yang sama dengan agunan dan atau jaminan DEBITOR telah
dinyatakan Ialai oleh BCA;

DEBITOR menggunakan Fasilitas Kredit tersebut menyimpang dari maksud dan tjuan
penggunzaaniya;

menurut pentlatan BCA, keadaan keuangan, bonafiditas dan golvabilitas DEBITOR dan
atau Penjamin mundur sedemikian rpa schingga mempengarubi kemampuan
DEBITOR dan atau Penfamin dalam melakukan pembayaran Huotang,;
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14.2,

14.3.

T

g DEBITOR dan atau pemberi Agunan dan atau Pesjaniin mengajulcan peomehonan pailit
atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit atau karena sebab
apapun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan DEBITOR dan
atau pemberi Agunan dan atau Penjamin;

h. sebagian besar atau seluruh hanta kekayaan DEBITOR dan atau pemberi Agunan dan
atau Pentamin disifa akibat terkena suatu perkara atau sengketa yang secara material
dapat mempengaruhi  kemampuan DEBITOR dalam  memenvhi  kewsfibannva
berdasarkan Perjaniian Kredi;

i, Agunan yang diberikan ocleh DEBITOR dan atau pemberi Agunan musnah, berkurang
nilainya atau disita pihak lain baik sebagian atau seluruhinya atau karena sesuatu hal
beraihir hak penguasaannya, kecuafi apabila DEBITOR dan atau pembert Agunan
memberikan pengganti atas Agunan yang disetujui oleh BCA;

§ suafu persetnjuan yang dibuat atau Agunan yang diserabkan oleh DEBITOR dan atan
pemberi Agunan dan atau Penjanmn kepada BCA atau suatu keterangan atau pernyataan
yang diberikan kepada BCA, termasuk tetspi tidak. ferbatas pada Pernyataan
sebagaimana tercantum dalam pasal 11 Perjanjian Kredit, terbukti tidak benar;

k. perkara di Pengadilan yang menurut penilaian BCA dapat mengakibatkan DEBITOR
dan atau Penjamin wajib membayar ganti rugi dan atan pembayaran lainnya yang sccara
matenal dapat mempengaruhi kemampuan DEBITOR dan atan Penjamin untuk
melakukan pembayaran Hutang;,

L DEBITOR dan atau Penjamin melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau
peraturan hukum yang berlaku yahg dapat mengakibatkan ijin usaha DEBITOR dan
atau Penjamin dicabat dan ateu secara langsung maupun tidak langsung dapat
mempengarshi kemampuas DEBITOR untuk memenubi kewajibannya berdasarkan
Perjanjian Kredit;

ni. DEBITOR atau Penjamin meninggal dunia (dalam hal DEBITOR atau Penjamin bukan
berbentuk badan).

Apabila DEBITOR berkewaiiban untuk melakukan suate kewajiban berdasarkan Perjanjian
Kredit dalam suatu waktu yang ditetapkan dan DEBITOR lalai melaksanakannya maka
dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang ssh dan cukup untuk kelalaian
DEBITOR schingga tidak diperlukan suatu pemberitahuan (somasi) atau surat lain yang
serupa dengan itu seria sura! peringatan dan junu sita

Dalam hal terjadi kelalaian sebagaunana diatur dalam pasal 14.1 Pexjangian Kredit, BCA
berhak, dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, khususnya yang mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan
perjanjian melaloi Pengadilan Negeri, menyatakan Hutang menjadi jatuh waktu seketika
dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh DEBITOR. kepada BCA tanpa memperhatikan
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14.4.

15.1.

i5.2,

ketentuan Pombayaran Hutang sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Pedanjian Kredit
dengan ketentuan kewaiiban-kewajiban DEBITOR yang timbal dari Perjanjian Kredit fetap
wajib dipenuhbi.

Dalam hal Hatang meniadi jatuh wakw sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.3 Perjanjan
Kredit maka BCA berhak uniuk melaksanakan hak-haknya selaku kreditor untuk
memperoleh pengembalian Hutang dengan jalan pelaksanaan hak-haknysa terbadap -
DEBITOR dan atau harta kekayaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan
hak-hak BCA terhadap Agunan dan atau Penjamin,

Pasal 15
PENGGUNAAN PEMBAYARAN

Setiap jumiah uang vang diperoleh BCA dari pembayaran Hutang dan atau karena
dilaksanakannya hak-hak BCA atas Agunan dan ata atas jaminan pribadi dan atau
jaminan perusahaan yang diberikan oleh DEBITOR dan atau pemberi Agunan dan atau
Penjamin berdasarkan Perjanjian Kredif, Dokumen Agunan, Akta Pemberian Jaminan atau
dokumen lainnva dan atuu karena pelaksanaan kompensasi akan digunakan dengan wrutan
prioritas sebagai berikut -

-Pertama : untuk membayar semua biaya yang dikeluarkan atau dibayar olel BCA, :

- dalam melaksanakan fugas-tugas BCA schubungan dengan Perjanjian Kredit
yang belar dibayar oieh DEBITOR,

- dalam mengamankan, mengambil alibh, memperbaiki, memulihkaz,
menyimpan, meagangkut ke termpat penjualan dan atau menjual Agunan atau
sebagian daripadanya termasuk ongkos-ongkos pengadilan, biaya penasehat
hulum atau pengacara seita biaye Ielang.

-Kedus : untuk pombayaran tunas dari seluruh denda yang timbul tetapi belum dibayar
DERITOR kepada BCA sehubungan dengan Perjanjian Kredit;

-Ketiga  : untuk pembayaran funas dari seluruh bunga yang tmbal dan atau provisi yang
betum dibayar DEBITOR kepada BCA sehubungan dengan Pegjanjian Kredit;

Keempat : untuk pembayaran lumas dari jumlah pokck yang wajib dibayar oleh
DEBITOR kepada BCA schubungan dengan Perjangian Kredit,

Apahila setelah semua kewajiban yang menjadi beban DEBITOR dibayar lunas dan
ternyate masih terdapat kelebihan vang maka BCA akan menysrabkan kelebihan wang
terschut kepada DEBITOR atau pihak yang berhak ates kelebihan uang tersebut.

Pasal 16
PAJAK
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6.1,

16.2.

Semua dan setiap jumiah vang yang waiib dibayar oleh DEBITOR kepada BCA
berdasarkan Perganjian Kredit, bebas, bersih dan tanpa penpurangan atau pemctongan
pajak, pungutan, furan atau beban beruipa apapun dan berapapun,

Jika DEBITOR diwajibkan oleh Undang-undang atau peraturan hukum yang berfalat untuk
melakukan pemotongan ataw pengurangan alas jumiah uang yang wajib dibayamya
berdasarkan Peganjian Kredit maka DEBITOR wajib membayar suatu jumish tambshan
kepada BCA yang besamya sedemikian ropa sehingga setelah dilakukan pemotongan atau
pengurangan tersebut BOA akan menerima dari DEBITOR suatu jumiah uang vang sama

besarnya seakan-zkan tidak pernah dilakukan pemotongan atau pengurangan tersebut.

Pasal 17
PERUBAHAN KETENTUAN PERIANJIIAN KREDIT

Dalam hal dilakukan perubahan atas ketentuan-keteatuan dalam Perjanjian Kredit maka perubshan
dimaksud akan diatur dalam swatu perjanjian atau surat tersendini vang ditandatangani olch para
pihek, perjanjian atau surat mana merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisabkan dasi

Perjanjian Kredit.
Pasal 18
LAIN-LAIN
18.1. BCA berhak, tanpa perseinfuan teriebih dahulu dari DEBITOR, memindabkan atau

18.2.

18.3.

mengalilikan dengan cara apapun sebagian atau seluruh hak dan atay kewajiban BCA dalam
memberilkan Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit kepada lembaga keuangan, bank
atau kreditor latnnya yang pelaksanaannya cukup dengan memberitabukan secara tentulis
kepada DEBITOR.

-Untuk keperiuan tersebut, DEBITOR sekarang untuk nanti pada waktunya, membe kuasa
kepada BCA untuk membenikan semua dafa dan atau keterangan yang diperlukan kepada
lembaga kevangan, bank atau kreditor lainnys.

BCA berhak, tanpa persetujnan terlebih dabulu dari DEBITOR, memblokir/membekukan
dan atau mencairkan dan atau mendebet dana yang terdapat dalam rekening-rekening
DEBITOR  yang diadministrasikan oleh  BCTA dan mempergunakan hasiloya untuk
diperhitungkan atau dikompensasikan dengan Hutang dalam hal tegadi kelalaian
sebapaimana diatur dalam pasal 14.1 Perjanjian Kredit.

DEBITOR dengan ini menyetujui dalam hal ferjadi perubahan dalem bidang moneter,
kenangan, ckonomi atan politik yang mempengaruli secarz material likuiditas BCA, baik
secara langsung maupun tidak lengsung, BCA setiap saat berhak :

{i) menunda tanggal penarikan dan atau pengeunaan Fasilitas Kredit yang diajukan ofch

DEBITOR; dan atau
{ii) menuronkan jurlah Fasilitas Kredit; dan atan
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18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

19.1.

19.2.

19.3.

(it} mengganti pemberian Fasilitas Kredit sebagatmana dimaksud dalam pasal 2.1
Perjanjian Kredit dengan mata vang lais yang tersedia pada BCA; dan afan
{iv) menghentikan pemberian Fasilitas Kredit,

-Dalam hal BCA telsh melaksanakan hak BCA sebagaimana tersebut di atzs, BCA akan
memberitahukan secara tertulis pelaksanaannya kepada DEBITOR. Surat pemberitahuan
tersebut merupakan satn kesatuan dan bagian yang tidak terpisabikan dari Perjanjisn Kredit,

Kegagalan dan atau keterlambatan BCA untuk menggunakan sesuatu hak, kekuasaan atau
hak istmewanya berdasarkan Perjanjian Kredit tidak berarti bahwa BCA  telah
melepaskan hak-hak tecsebut di atas, demikian juga pelaksanaan satu per satu atau sebagian
dari hak, kekuasaan atan hak istimewa menurut Perjanjian Kredit, tidak akan menghalangi
pelaksanaan selanjutnya dari hak-hak tergebut di atas.

Apabiia salah satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit dinyatakan
tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan yang berwenang atau dianggap
bertentangan dengan kelentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maka
ketentuan-ketentuan lainaya yang terdapat dalany Perangian Kredit akan tetap berlaku dan
mengikat para pihak.

Perjanjian Kredit berlaku bagi para pihak dan para pengpanti hak dari masing-masing
pthak, dengan ketentuan bahwa DEBITOR udek dapal memindabkan dan atau
menyerahkan suatu hak dan atau kewajiban DEBITOR berdasarkan Perfanjian Kredit dan
atau perjanjian-perjanjian lainnya schubungan dengan Perjanjian Kredit, tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu deri BCA,

Syarat-syaral dan keteptuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit beraku dan
mengikat para pikak sampai dengan dipenuhinya seluruh kewajiban DEBITOR kepada
BCA berdasarkan Perjanjian Kredit, .

Pasal 19
KUASA

Untuk keperiuan pelaksanaan pembayaran Hutang sesuai Perjanjian Kredit, dengan ini
DEBITOR memberi kuass kepada BCA untuk melaksanakan pendebetan atas dana yang
terdapat dalaim rekening DERITOR.

Untuk lebih memastikan ketertiban pembayaran kembali Hutang sebagaimana dimaksud
dalam pasal 18.2 Peganjian Kredit, DEBITOR, sekarang ini untuk nanti pada waktunya,
memberi kuasa kepada BCA, untuk dan atas nama DEBITOR, mencairkan dan atau dengan
cara lain mendebet dana vang terdapat dalam rekening-rekening DEBITOR  yang
diadministrasikan oleh BCA.

Semua kuasa yang fercantunt dalam Perjanjian Kredit merupakan bagian yang tidak
terpisabkan dari Perjanjian Kredit dan oleh karena itn kuasa-kuasa tersebut tidak dapat
ditarik kembali dao atau dibatalkan dengan cars apapun juga termasuk karena sebah-sebab
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yany dimaksud dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
selama Hutang berdasarkan Perjanjian Kredit belurn funas seluruhaya,

Pasal 20
KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS

Terhadap Fasilitas Kredit tersebut di atas berlaku juga syarat-syarat khusus dan keienfuan-
ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran (Hampiran) yvang akan disesuaikan
dengan Fastlitas Kiedit yang diberikan BCA dan diterima DEBITOR, oleh karena ifu Lampiran
{(-lampiran;} tersebut dart waktu ke waktu akan disesuaikan dengan Fasilitas Kredit yang diterima
oleh DEBITOR.

Lampiran {-lampiran) tersebuf merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak twrpisahkan dar
Perjanjtan Kredit.
Pasal 21
YURISIHKSI
Mengenal Perjanjian Kredit dan segala akibat serta pelaksanaannya, BCA dan DEBITOR memilih

tempat kedizman hukum yang tetap dan tidak bervbah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri
_di ... ,» tanps mengurangi hak

BCA zzzstulc menggzzgat DEBIT{}R dx hadapan pmgadllan iam dx dalam wilayah Republik
Indonesia berdasarkan ketentuan vang berlaku,
Peganjian Kredit ini diDUAL Al .vie i i rccasrasmscssmnrcesr s ienaans s pada tanggal

BCA ] DEBITOR
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Lampiran Perjanjian Kredittanggal ... ... ABIROT .o oesseeenes e cvar e m s

il

KETENTUAN BAGI FASILITAS INSTALLMENT LOAN

CARA PENARIKAN

Penarikan fasilitas Installment Loan dapat dilakuken cleh DEBITOR apabila :

I.

DEBITOR mengajukan permohonan penarikan {asilitas Instaliment Loan selambat-
fambatnys 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal penarikan fasilitas Instaliment Loan
yang direncanakan,

dilakukan dalarms Batas Waldu Penarikan dan/atsu Penggunaan Fasilitas Kredit
selsagairnana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 Perjanjisn Kredit.

PEMBAYARAM KEMBALI YAN( DIPERCEPAT

DEBITOR dapat membayar kembali sehagian atau seluruh jumlah vang yang terutang
sebelum fanggal jatuh waktu scbagaimana ditentukan dalam Daflar Angsuran, tanpa
dikenakan denda, sepanjang mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagei berikut

a
Hari Kerja sebelum tanggal yang diusulkan untuk melakukan pembayaran kembali
yang dipercepal, dengan menyebutken jumlsh dan tanggal pembayaran akan
dilaksanakan;

b. pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh DEBITOR;

¢.  dilakukan pada Tanggal Nembayaran Bunga;

d.  jurolah yang telah dibayarkan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan
kembali dengan zlasan apa pun.

KETENTUAN KHUSUS

DEBITOR memberitahukan secarz tertulis kepada BCA sclambat-lambatnya 1 {satu}

Dalam hai terjadi perubahan suku bunga dan/atay pembayaran kembali yang dipercepat
dan/atau keterlambatan pembayaran kembaii, BCA akan memperhitungkan kembali jumlah
pembayaran angsuran pokok dan bunga yang wajib dibayar oleh DEBITOR kepada BCA,
dan karenanya BCA skan mengeluarkan Daftar Angsuran yang baru scbagai pengganti
Daftar Angsuran yang lama.

ILS 346/C/2003 172 RA_IB/SB/10T
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Daflar (-daflar) Angsuran fersebut merupakan satu kesaluan dan bagian yang lidak terpisah
dari Perianjign Kredit.

DEBITOR, dengan ini menyatakan per’seﬁujuannya atas perhitungan yang dilakukan oleh
BCA dan tunduk pads jumlah pembayaran yang wajib dibayar olch DEBITOR kepada
BCA sebagatmana tercantum dalam Daftar Aogsuran tersebut,

ILS 846/C2003 272 RA. 1B/6B/10T
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Lampiran Perjanjian Kredit tanggal ... 1103 11042 SOOI
KETENTUAN BAGI FASILITAS KREDIT LOKAL (REKENING KORAN)

CARA PENARIKAN

Penarikan fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dapat dilakukan oleh DEBITOR dengan cara :

1. DEBITOR menyerabkan cek, bilyet giro, surat perintah transfer, surat perinteh pembebanan
atau tanda pencrinman uvang lainnya yang disetujui oleh BCA yang ditandatangani oleh pthak
yang berwenang;

2. dilakukan dalars Batas Waktu Penarikan dan/stau Penggunaan Fasilitas Kredit sebagaimana
diraksud dalam ketentuan pasal 3 Peranjian Kredit,

ILS 841/C/2003 1/1 RA. IB/SB/I0T
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r KETENTUAN BAGI FASILITAS TIME LOAN REVOLVING

L CARA PENARIKAN

Penarikan fasilitas Time Loan Revolving dapat dilakukan oleh DEBITOR apabila -

1. DEBITOR mengajukan permohonan penarikan fasilitas Time Loan Revolving
selambat-lambatnya 1 {satu) Hari Kerja sebelum tanggal penankan fasilitas Time
Loan Revolving yang direncanakan;

2. DERITOR telah mengisi, menandatangani dan menyerahkan Surat Sanggup/Aksep
dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BCA;

3. dilakukan dalam Batas Waktu Penarikan danfatau Pengpunaan Fasilitas Kredit
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 Peganiian Kredit.

il PEMBAYARAN KEMBALT YANG DIPERCEPAT

DEBITOR dapat membayar kembaii sebagian atau selurmh jumish weng yang ferutang
sebelum fanggal jatuh wakiu sebagaimana ditentukan dalam Surat Sanggup/Aksep, tanpa
dikenakan denda, sepanjang mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai herikut :

a. DEBITOR memberitahukan secara tertulis kepada BCA selambat-lambatmya 1 {satu)
Han Keria sebelum tungeal yang diusulkan uatuk melakukan pembayaran kembali
yang dipercepaf, dengan menyehutkan jumlah dan fanggal pembayaran akan
dilaksanakan,

b pemberitahuan tersebut tidak dapat dikatalkan oleh DEBITOR.

ILS 842/C£2003 1/1 RA. IB/SB/10T

Klausula Baku..., Sri Buena Brahmana, FH Ul, 2002





